BALANGAN

RENGANA 3 I RATEGIS

PENYESUAITAN
TAHUN 2021-2026




KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas perkenan
dan rahmatnya Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan
Tahun 2021-2026 telah selesai disusun.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 penjabaran
tujuan ,sasaran, program dan kegiatan sebagai media atau dasar pertanggungjawaban
atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) ini dilakukan seiring dengan
agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi seluruh
unit kerja atau Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan dalam mencapai
Sasaran dan Program dalam 5 (lima) tahun mendatang. Peran serta dari seluruh
stakeholder Sekretariat Daerah sangat mutlak diperlukan sehingga peran dan

tanggungjawab pelaku pembangunan dapat terakomodir.

Kami menyadari bahwa Renstra ini barang kali masih jauh dari sempurna, namun
paling tidak, bagi kami dapat menjadi arahan yang jelas sekaligus pedoman dan dapat
dijadikan alat untuk mengukur keberhasilan/kegagalan sebuah organisasi. Dengan
segala kerendahan hati demi kesempurnaan penyajian Renstra yang akan datang kami

mengharapkan masukan dari semua pihak.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangat Daerah harus
memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada
rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat
Daerah disusun untk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan
dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat
Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah
memuat tentang tujua, sasaran, program, dan kegiatan selam akurun waktu 5
(lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan
instrument pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal
untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat
daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi
antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu
menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global
namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Rencana Srtrategis Sekretariat Daerah yang disusun berfungsi
sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat
Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai
tujuan Sekretariat Daerah yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati
Balangan Tahun 2021-2026.

Tahapan Proses penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah
abupaten Balangan adalah sebagai berikut :
1. persiapan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Tahap ini dilakukan dengan :
a) Koordinasi pelaksanaan pembentukan Tim Penyusun Renstra Sekretariat
Daerah Kabupaten Balangan;
b) Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan berdasarkan Surat Keputusan
Bupati Balangan Nomor : 188.45/440/Kum TAHUN 2021,
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c) Melaksanakan orientasi mengenai Renstra untuk penyamaan persepsi
dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renstra Setda
Kabupaten Balangan;

d) Menyusun agenda kerja Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan

e) Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan

Renstra Setda Kabupaten Balangan

Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan Sekretariat
Daerah, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya,
analisis isu strategis, dan perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan
sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD,
perumusan strategi dan arah kebijakan, dan perumusan rencana program,
kegiatan sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan
kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan perangkat daerah, serta

program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah

a) Rancangan Renstra Sekretariat Daerah disusun dengan menyempurnakan
rancangan awal Renstra Sekretariat Daerah berdasarkan Surat Edaran
Bupati Balangan Nomor 050/266/Bappeda/2021 tanggal 22 Maret 2021
Tentang Rancangan Awal RKPD Tahun 2022.

b) Rancangan Renstra Sekretariat Daerah disajikan dengan sistematika
sebagai berikut :

Pendahuluan;

Gambaran pelayanan Sekretariat Daerah;

Permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;

Tujuan dan sasaran

Strategi dan arah kebijakan;

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan

© N o 00 bk DD PE

Penutup

c) Rancangan Renstra Sekretariat Daerah disampaikan oleh Sekretaris
Daerah kepada kepala Bappeda Kabupaten Balangan untuk diverifikasi
dengan tujuan memastikan rancangan Renstra Sekretariat Daerah telah

selaras dengan rancangan awal RPJMD.
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4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Forum Sekretariat Daerah dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Asisten
Kesejahteraan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten
Administrasi Umum, Kepala/perwakilan dari masing-masing Bagian. Forum
tersebut membahas Visi, Misi, tujuan, sasaran, Indikator Sekretariat Daerah
Kabupaten Balangan tahun 2021-2026. Hasil dari pelaksanaan forum tersebut
kemudian dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat
Koordinasi Pembahasan Cascading Renstra Sekretariat Daerah tahun 2021-
2026

5. Perumusan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah
a) Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Sekretariat
Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Sekretariat Daerah yang
dilaksanakan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program,
kegiatan, dan sub kegiatan sekretariat Daerah dengan berpedoman pada

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

b) Rancangan akhir Renstra Sekretariat Daerah disajikan dengan isistematika
sebagai berikut :

Pendahuluan;

Gambaran pelayanan Sekretariat Daerah;

Permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;

Tujuan dan sasaran

Strategi dan arah kebijakan;

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
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Penutup

6. Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Rancangan akhir Renstra Sekretariat Daerah disampaikan kepada Bappeda
untuk diverifikasi. Renstra Sekretariat Daerah yang telah diverifikasi tersebut
kemudian disampaikan kepada Bupati Balangan melalui Sekretaris Daerah

untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan.
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1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah ini terdiri dari :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah
Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republikindonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
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10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

11) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;

13) Instruksi  Presiden Nomor 09 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan;

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan
PUG dan Focus Kepada Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif
Gender (PPRG);

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2015;

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

18) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun 2020
Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 — 2024,

19) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerabh;

20) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerabh;

21) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi
Pemutakhiran  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur  Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22) Peraturan Daerah kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
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Balangan;(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No0.03 Tahun 2008,
Tambahan Lembaran Daerah No.02 Tahun 2008;

23) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
PeraturanDaerah Kabupaten Balangan No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;

24) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

25) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan

26) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

27) Peraturan Bupati Balangan Nomor Tahun 2023 Tentang Penyesuaian

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 — 2026

1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan
tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang
tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten

Balangan 2021-2026 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan pemerintah Kabupaten Balangan dengan Sekretariat Daerah
Kabupaten Balangan, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Sekretariat
Kabupaten Balangan.

2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan dalam menentukan prioritas program
dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD
Kabupaten Balangan, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan.

3. Sebagai pedoman bagi seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Balangan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah
yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan.

4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan dalam mencapai tujuan dengan cara

menyususun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

PENYESUAIAN RENSTRA SETDA KABUPATEN BALANGAN 2021-2026 '



5. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Bagian di Lingkungan

Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan untuk memahami dan menilai arah

kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang

waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB |

BAB I

PENDAHULUAN

11

1.2

1.3

14

Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat
Daerah,  fungsi Renstra  Perangkat Daerah  dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan
Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat
Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra
provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya
yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi,
kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
Perangkat Daerah

Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renstra Perangkat Daerah

Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat
Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara
ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian
penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat
Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas
Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD
periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang
masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat
Daerah ini.

2.1

2.2

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan
Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta
uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah
kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi
Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi,
jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah

Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah

PENYESUAIAN RENSTRA SETDA KABUPATEN BALANGAN 2021-2026
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2.3

24

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang
dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan
fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan
unit usaha yang masih operasional.

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat
Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah
periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau
indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator
lainnya seperti MDG’s atau indikator yang telah diratifikasi oleh
pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Sekretariat Daerah
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L
dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi)
dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota),
hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS
yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi
pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun
mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan,
perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi
pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DAERAH

BAB Il

3.1

3.2

3.3

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan
pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada
hasil pengisian Tabel T-B.35

Telaahan Visi, Misi, dan Program KDH dan WKDH terpilih
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat
Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala
daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan
identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-
B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan
pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil
kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian
menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan
Perangkat Daerah

Telaahan Renstra Sekretariat Daerah dan Renstra Provinsi
Kalsel

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat
ataupun faktor(faktor pendorong dari pelayanan Perangkat
Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat
Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L
ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.
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3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat
dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan
Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
Perangkat Daerah ditinjau dari:
1. gambaran pelayanan Perangkat Daerabh;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3.sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah

provinsi/kabupaten/kota;

4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.
dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil
penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada
bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang
akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB TUJUAN DAN SASARAN
\Y Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran
jangka menengah Perangkat Daerah

BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah
kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Vi Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Vi Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat
Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPIJMD

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN
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BAB I
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
2.1.1 Struktur Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan

Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan
uraian tugas Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor
74 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat
Daerah Kabupaten Balangan unsur-unsur organisasi Sekretariat Daerah terdiri

dari :

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
1. Bagian Pemerintahan;
e Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
e Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
e Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
e Sub Bagian Bina Mental Spiritual,
e Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
e Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
3. Bagian Hukum.
e Sub Bagian Perundang-Undangan,;
e Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
e Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
e Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
e Sub Bagian Perekonomian; dan

e Sub Bagian Sumber Daya Alam

2. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
e Sub Bagian Penyusunan Program;

e Sub Bagian Pengendalian Program; dan
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e Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
e Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa,
e Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
e Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
c. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
1. Bagian Umum;
e Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
e Sub Bagian Keuangan; dan
e Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
2. Bagian Organisasi; dan
e Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
e Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
e Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
e Sub Bagian Protokol;
e Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
e Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana terlampir dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NOMOR : 2 TAHUN 2021
TANGGAL : 03 MEI 2021
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2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan
mengoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta
pelayanan administratif. Adapun uraian tugas sebagai berikut :

a. mengoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup tata
pemerintahan, hukum, bina kesejahteraan Sosial, perekonomian dan pembangunan,
hubungan masyarakat pimpinan dan keprotokolan, layanan pengadaan, umum dan
perlengkapan, perencanaan dan keuangan, dan organisasi;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah mulai dari proses
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan
administratif;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah lingkup tata pemerintahan,
hukum, bina kesejahteraan Sosial, perekonomian dan pembangunan, hubungan
masyarakat pimpinan dan keprotokolan, layanan pengadaan, umum dan
perlengkapan, perencanaan dan keuangan, dan organisasi;

d. mengoordinasikan pelaksanaan fungsi tata pemerintahan, hukum, bina kesejahteraan
Sosial, perekonomian dan pembangunan, hubungan masyarakat pimpinan dan
keprotokolan, layanan pengadaan, umum dan perlengkapan, perencanaan dan
keuangan, dan organisasi;

e. mengoordinasikan pelayanan administrasi dan mengelola urusan ketatausahaan;
mengoordinasi pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d

. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah,;
dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Sumber Daya Aparatur pada Sekretariat Daerah ditunjang dengan adanya
Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana Kerja. Adapun uraian mengenai

Sumber Daya Aparatur pada Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia
Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah
Kabupaten Balangan didukung oleh pegawai sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang.
Data mengenai komposisi pegawai Sekretariat Daerah secara rinci dapat dilihat pada
tabel 2.2.1 (1) — (6).
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Tabel 2.2.1 (1)

Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah

Jumlah
Jabatan

PNS

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan .
Diisi oleh Pelaksana Tugas

Rakyat

Asisten Perekonomian dan Pembangunan | Diisi oleh Pelaksana Tugas
Asisten Administrasi Umum 1 orang

Staf Ahli 1 orang

Kepala Bagian 8 orang

Kepala Sub Bagian 23 orang

Staf 42 orang

Non PNS

Tenaga Administratif 206 orang

Total PNS dan Non PNS 281 orang
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Tabel 2.2.1 (2)

Komposisi PNS Sekretariat Daerah berdasarkan golongan

Jabatan Jumiah
\Y 10 orang
1 55 orang
I 9 orang
| 1 orang
TOTAL 75 orang
Tabel 2.2.1 (3)
Komposisi PNS Sekretariat Daerah berdasarkan Eselon
Jabatan Jumiah
I 0 orang
I 2 orang
[l 9 orang
v 23 orang
Staf 41 orang
TOTAL 75 orang
Tabel 2.2.1 (4)
Komposisi PNS Sekretariat Daerah berdasarkan Pendidikan
Jabatan Jumlah Persen
S3 0 orang 0%
S2 5 orang 7%
Sl 51 orang 67%
D3 10 orang 13%
D2 1 orang 1%
SMA/SMK 7 orang 9%
SMP 2 orang 3%
SD 0 orang 0%
TOTAL 75 orang

PENYESUAIAN RENSTRA SETDA KABUPATEN BALANGAN 2021-2026



Tabel 2.2.1 (5)
Komposisi Non PNS (Pegawai Tidak Tetap) Sekretariat Daerah
berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Jumlah Persen
S3 0 orang 0%
S2 0 orang 0%
S1 57 orang 27%
D3 2 orang 1%
D2 0 orang 0%
SMA/SMK 107 orang 52%
SMP 26 orang 13%
SD 10 orang 5%
4 orang 2%

TOTAL 206 orang

Tabel 2.2.1 (6)
Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah berdasarkan Struktur Organisasi

Golongan
Organisasi v [l I I Jumlah
Sekretaris Daerah Orang
Asisten Kesejahteraan Rakyat Orang
Asisten Perekonomian Orang
Asisten Umum 1 1 Orang
Staf Ahli 1 1 Orang
Bagian Pemerintahan Orang
Kepala Bagian 1 1 Orang
Kepala Sub Bagian 3 3 Orang
Staf PNS 2 1 3 Orang
Staf Non PNS (PTT) 6 Orang
Bagian Kesejahteraan Orang
Rakyat
Kepala Bagian 1 1 Orang
Kepala Sub Bagian 3 3 Orang
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Staf PNS 1 1 Orang
Staf Non PNS (PTT) 6 Orang
Bagian Hukum Orang
Kepala Bagian 1 Orang
Kepala Sub Bagian 3 3 Orang
Staf PNS Orang
Staf Non PNS (PTT) 3 Orang
Bagian Perekonomian, Orang
Sumber Daya Alam &
Pembangunan
Kepala Bagian 1 Orang
Kepala Sub Bagian 4 4 Orang
Staf PNS 3 Orang
Staf Non PNS (PTT) 4 Orang
Bagian Pengadaan Barang & Orang
Jasa
Kepala Bagian 1 Orang
Kepala Sub Bagian 2 2 Orang
Staf PNS 10 10 Orang
Staf Non PNS (PTT) 3 Orang
Bagian Umum Orang
Kepala Bagian 1 Orang
Kepala Sub Bagian 2 2 Orang
Staf PNS 5 13 Orang
Staf Non PNS (PTT) 167 Orang
Bagian Organisasi Orang
Kepala Bagian 1 Orang
Kepala Sub Bagian 3 3 Orang
Staf PNS 5 5 Orang
Staf Non PNS (PTT) 2 Orang
Bagian Protokol dan Orang
Komunikasi Pimpinan
Kepala Bagian 1 Orang
Kepala Sub Bagian 3 3 Orang
Staf PNS 6 7 Orang
Staf Non PNS (PTT) 12 Orang
TOTAL 278 Orang
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2. Sarana dan Prasarana (Asset/Modal)

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah Kota Balangan dalam
mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan
yaitu sebagai berikut :

- Kendaraan bermotor roda 4 sebanyak 100 unit
- Kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 120 unit
- Personal Computer (PC) sebanyak 55 buah

- Laptop sebanyak 120 buah

- Printer sebanyak 98 buah

- Kursi sebanyak 170 buah

- Meja sebanyak 12 buah

3. Usahayang masih Operasional

Retribusi pemakaian kekayaan daerah

- Pemakaian mesin genset, mesin pemotong rumput, pemakaian tenda, pemakaian
meja, pemakaian kursi, sarung kursi dan taplak meja, Podium, karpet/hambal,
elektronik

- Pemakaian rumah dinas

- Pemakaian Gedung/Aula (Gedung Sanggam dan Aula Mayang Maurai)

- Pemakaian Wisma

- Tanah Milik Pemda (Ruang ATM, Bank BPR dan KCP Bank BRI)

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan
periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021 dapat diketahui dari
tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan berdasarkan
sasaran/target Renstra Tahun 2016-2021 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD
dan/atau indikator lainnya disajikan pada table 2.3.1 (T-C. 23) dan table 2.3.2 (T-C. 24)
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Tabel 2.3.1 (table Tc. 23)

Indikator Kinerja sesuai Taraet Taraet Target Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
Tugas dan Fungsi NSgK IK?< Indikator
Perangkat Daerah Lainnya
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Dokumen LKJ .
Kabupaten SDG's - - 1 1 - - - 1 1 - - - 100 100 -
Jumlah SKPD yang
menyampaikan Laporan SDG's - - 41 41 - - - 41 41 - - - 100 100 -

Kinerja Tepat Waktu

Jumlah peserta sosialisasi
peraturan perundang- SDG's - - - 80 - - - - - - - - - - R
undangan LKJ dan PK

Jumlah Dokumen Laporan SDG's - - - 80 - - - - - - - - - - -

Jumlah dokumen reformasi

birokrasi daerah SbG's ) ) ) L ) ) ) ) 1 ) ) ) ) 100 )
Juml_ah _Iaporan hasil SDG's ) ) 1 ) ) ) ) 1 ) ) ) ) 100 ) )
monitoring

Persentase Capaian KU - 100 100 100 100 - 100 | 100 | 100 | 100 - 100 | 100 | 1200 | 100
Urusan Pemerintahan Setda

Nilai komponen Pelaporan IKU

Kinerja Instansi 8.41 8.62 9.00 9.20 9.40 8.41 8.62 9.80 10.48 10.58 | 100.00 | 100.00 | 108.89 | 113.91 | 112.55

Pemerintah Daerah Setda

Indeks Kepuasan

Masyarakat Terhadap IKU - 83.36 85.00 88.00 90.00 - 78.95 | 87.11 | 82.65 | 82.92 - 94.71 | 102.48 | 93.92 | 92.13
Pelayanan Sekretariat Setda

Daerah

Indeks Reformasi Birokrasi SI(}:tl(-jJa - - 91.70 91.75 91.80 - - n/a 51.85 53.80 - - n/a 56.54 58.64
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2.3.1 Interpretasi atas hasil capaian kinerja Skeretariat Daerah berdasarkan tabel Tc.

23 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1.

Indikator Persentase Capaian Urusan Pemerintahan

Nilai EKPPD tidak lepas dari pencapaian urusan pemerintahan yang
dilaksanakan SKPD. Terdapat 4 (empat) jenis urusan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat 3 klasifikasi urusan yaitu Urusan
Pemerintahan Obsolut, Urusan Pemerintahan Konkuren dan urusan

Pemerintahan Umum.

Setiap urusan akan diberikan penilaian terhadap Indeks capaian Kinerja dan
Indeks Kesesuaian Materi. Penilaian diberikan dari pencapaian terhadap
Indikator Kinerja Kunci (IKK) di Kabupaten Balangan per urusan yang
dilaksanakan. Seluruh Urusan telah dilaksanakan SKPD terkait dalam
penyelenggaraan program dan kegiatannya sehingga capaian untuk urusan
pemerintahan yang mendukung tercapainya target nilai EKPPD Kabupaten
Balangan tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2020 adalah 100%.
Penilaian ini diambil dari pemenuhan data urusan yang disampaikan SKPD
kepada Bagian Pemerintahan sebagai bahan pengisian IKK masing-masing
urusan di seluruh SKPD di Kabupaten Balangan. Apabila semua SKPD dapat
memenuhi semua data dukung sesuai dengan pengisian tabel IKK maka

capaian urusanpemerintahan dinyatakan 100%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Keberhasilan pencapaian kenaikan nilai hasil penyelenggaraan kepemerintahan
Kabupaten Balangan melalui hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (EKPPD) untuk capaian pelaksanaan kinerja pada tahun
2018 disebabkan karena terjadi kenaikan pada pencapaian kinerja masing-
masing SKPD. Penilaian capaian kinerja menjadi salah satu penentu penilaian
EKPPD suatu daerah. Diharapkan pada penyelenggaraan kinerja pemerintah

pada tahun berikutnya juga akan terus mengalami peningkatan

Permasalahan/Hambatan

Kemampuan penyusun LPPD di SKPD maupun disekretariat belum optimal.

Indikator Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
Berikut adalah Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah atas pelaporan kinerja Kabupaten Balangan tahun 2017 - 2020
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o Nilai Nilai Nilai Nilai
Komponen Yang Dinilai Bobot

2017 2018 2019 2020
1 | Perencanaan Kinerja 30 20,23 20,94 21,67 21,78
2 | Pengukuran kinerja 25 14,44 14,49 16,22 16,41
3 | Pelaporan Kinerja 15 8,62 9,80 10,48 10,58
4 | Evaluasi Internal 10 4,33 6,09 5,78 5,89
5 | Capaian Kinerja 20 9,21 11,32 11,29 11,38
Nilai Hasil Evaluasi 100 55,63 62,64 65,45 66,04

Tingkat Akuntabilitas Kinerja CcC CcC B B

Sekretariat Daerah mengampu komponen Pelaporan kinerja dengan bobot

paling tinggi adalah dengan nilai 15. Data tersedia adalah sejak tahun 2017

karena pada tahun 2016 nilai komponen pelaporan SAKIP Kabupaten belum

menjadi Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah. Sejak tahun 2017 sampai

dengan tahun 2020 peningkatan Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Instansi

Pemerintah Daerah paling besar adalah pada tahun 2018 yakni terdapat

peningkatan nilai sebesar 12,04%, setelah tahun 2018 kenaikan hanya sebesar

6,48% dan pada tahun 2020 peningkatan hanya sebesar 0,95%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan
1.

Pemimpin daerah bersama dengan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) telah meningkatkan sistem manajemen kinerja yang ditunjukan dengan
komitmen penyempurnaan rumusan tujuan dan sasaran yang berorientasi
hasil beserta indikatornya dalam dokumen perencanaan pada OPD terutama

yang menjadi sampel.

. Pengukuran kinerja (casecade down) telah dilakukan melalui penyusunan

Perjanjian Kinerja yang ditetapkan hingga level eselon IV, meskipun belum
secara keseluruhan menunjukan hubungan kausalitas kinerja dengan kinerja

level di atasnya.

. Sasaran kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar dalam pemilihan

program dan kegiatan sehingga masih terdapat program dan kegiatan yang

kurang efisien dan tidak efektif.

. Kualitas pengukuran kinerja belum sepenuhnya berorientasi kepada

pencapaian kinerja program, namun masih pada pelaksanaan kegiatan dan

penyerapan anggaran.

. Laporan Kinerja telah disusun hingga level SKPD, tetapi isi laporan masih

banyak mengungkapkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran,
belum sepenuhnya menyajikan analisis pencapaian kinerja program. Laporan
Kinerja juga belum mampu menyajikan analisis efisiensi penggunaan

anggaran terhadap pencapaian kinerja.

. Evaluasi atas program belum sepenuhnya mampu menampilkan efektivitas

program yang diemban oleh setiap OPD, karena belum berorientasi kepada
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kinerja program, dan baru sebatas pelaksanan program/kegiatan serta

penyerapan anggaran.

Permasalahan/Hambatan

masih lemahnya senirgetas atas perencanaan SKPD yaitu RPJMD, Renstra, Renja.
tahun selanjutnya akan kita tingkatkan kerjasama dengan Bappeda untuk menjaga
keselarasan antar dokumen perencanaan. Nilai AKIP Kabupaten merupakan hasil
dari capaian sasaran ini. Apabila SKPD tidak mendapatkan minimal nilai B, maka
kemungkinan target capaian AKIP Kabupaten dengan nilai B juga tidak akan
tercapai.

Permasalahan-permasalahan yang perlu diperbaiki, yaitu :

1.  Perencanaan kinerja SKPD

2 Pengukuran kinerja SKPD

3 E-SAKIP Kabupaten

4.  Pelaporan Kinerja SKPD; dan

5 Evaluasi Akunatbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Berdasarkan uraian di atas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan

Sistem Akuntabilitas Kinerja di Pemerintah Kabupaten Balangan, disampaikan saran

perbaikan kepada Pimpinan daerah beserta jajarannya, sebagai berikut :

1. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja (casecade
down) mulai dari level SKPD sampai dengan indikator eselon III, eselon IV dan
individu pegawai.

2. Melakukan reviu terhadap program dan kegiatan serta komponen anggaran
dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran. Hasil reviu ini harus
dapat memstikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk
pencapaian sasaran strategis pembangunan dan pemilihan program/kegiatan
yang mendukung tujuan dan sasaran.

3. Meningkatkan kualitas pengukuran terhadap outcome dan output secara berkala
untuk memastikan tercapainya kinerja tujuan dan sasaran SKPD.

4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi agar mampu meningkatkan
penerapan manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara
berkala oleh pimpinan, sehingga mampu meningkatkan efektivitas program kerja
SKPD dalam pencapaian kinerjanya.

5. Meningkat penyajian informasi pelaporan kinerja SKPD yang menggambarkan
pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran.

6. Mendorong APIP untuk meningkatkan kualitas evaluasi akuntabiltas kinerja
terhadap SKPD sehingga menciptakan pemahaman yang merata antar SKPD,

serta mendorong BAPPEDA dan para penanggungjawab program untuk terus
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3.

meningkatkan kualitas evaluasi program untuk mewujudkan efektivitas

pencapaian sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sekretariat
Daerah

Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat secara prima merupakan salah satu
tujuan utama setiap Pemerintah Daerah. Indeks Kepuasan Masyarakat memberikan
data dan informasi kepada Pemerintah bagaimana pendapat masyarakat dalam
memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Sekretariat
Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik optimis bahwa pemberian
pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan karena Kabupaten Balangan
siap unyuk melakukan Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan,
sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan

berhasil guna.

Penilaian peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Sekretariat
Daerah diambil dari rata-rata hasil penilaian pelayanan 9 (Sembilan) Bagian di
lingkup Sekretariat Daerah. Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020
peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah terhadap pelayanan
Sekretariat Daerah paling besar adalah pada tahun 2019 vyakni terdapat
peningkatan nilai sebesar 5,11%, lebih tinggi dibanding kenaikan tahun 2018 yang
hanya sebesar 0,86%. Pada tahun 2020 capaian kinerja mengalami penurunan

yaitu sebesar 5,05%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Capaian Kinerja Indikator Persentase Unit Pelayanan Pablik Yang Baik mencapai
target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan adanya berbagai macam perbaikan
pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah, baik tempat pelayanan,
kecepatan pelayanan, maupun biaya dari pelayanan yg diberikan, Sekretariat
Daerah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Sekretariat
Daerah dan mendapatkan penilaian dari masyarakat dengan katagori baik,
walaupun semua penyelenggara pelayanan sudah berkatagori baik masih banyak
hal-hal yang terkait pelayanan yang perlu ditingkatkan seperti, sikap pemberi
pelayanan, kesesuaian SOP dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan, maupun

ketepatan dengan standar pelayanan publik yang ditetapkan.

Permasalahan/Hambatan
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Permasalahan yang ada pada pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di
Sekretariat Daerah yaitu masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu di
tingkatkan, yaitu :

1. Sarana Prasarana

2. Kesopanan dan Keramahan Petugas

3. Kepastian Jadwal Pelayanan

4. Indikator Indeks Reformasi Birokrasi

Target Indeks Reformasi Birokrasi ditetapkan sejak tahun 2018, namun pada tahun
2018 tidak ada penilaian terhadap nilai Indeks RB kabupaten Balangan hal ini
disebabkan karena belum dilaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB) oleh Tim PMPRB, yang mana hasilkan disampaikan ke
Kementeraian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) menggunakan Aplikasi PMPRB,
yang mana Level 1 diinput oleh Inspektorat dan Level 2 diinput oleh Sekretariat
Daerah (Bagian Organisasi), paling lambat pada tanggal 30 November 2018,
sedangkan penyelesaian penyusunan Road Map RB Kabupaten Balangan pada
bulan Desember 2018, jadi akan dilaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB) di tahun 2019. Solusi/Strategi Pemecahan masalah
Pada tahun 2019 penginputan harus dilakukan sebelum tanggal 30 November 2019
sehingga dapat dilakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) Level 1 dan Level 2 dilaksanakan oleh Inspektorat dan Sekretariat Daerah
sesuai jadwal. Pada tahun 2019 nilai indeks Reformasi Kabupaten Balangan adalah
sebesar 51,85% dan pada tahun 2020 capaian meningkat menjadi 53,80%
peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 adalah sebesar 3,62%

Permasalahan/Hambatan
Permasalahn timbul pada area perubahan Penataan Tatalaksana, dimana
Penyusunan Peta Proses Bisnis belum dapat dilakukan karena kompetensi ASN

terkait penyusunan proses bisnis masih minim.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Sebagai solusi atas permasalahan pada area perubahan penataan tatalaksana yang
mana penyusunan peta proses bisni belum dapat dilakukan maka perlu
pengembangan kompetensi penyusunan proses bisnis untuk ASN, karena SDM yang
dapat menyusun proses bisnis sangat minim jumlahnya dan supporting dana

penyusunan proses bisnis dalam RKA Bagian Organisasi.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Sekretariat

Daerah antara lain:
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1. Sekretariat Daerah tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan
kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip good governancedan clean governance;
2. Komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Sekretariat Daerah dengan

melakukan langkah untuk meningkatkan kinerja antara lain sebagai berikut:

Penggunaan anggaran yang berbasis kinerja;
Mengurangi program dan kegiatan yang tidak jelas hasil/keluarannya;
Meningkatkan disiplin kerja;

Meningkatkan pengetahuan aparatur sesuai dengan bidang tugasnya; dan

AR .

Membangun komitmen kerjasama yang baik dan berdaya guna antara Pimpinan
dan Pelaksana program kegiatan melalui rapat kerja guna meminimalisir
permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.

3. Berbagai macam perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah, baik
tempat pelayanan, kecepatan pelayanan, maupun biaya dari pelayanan yg
diberikan, Sekretariat Daerah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan Sekretariat Daerah dan mendapatkan penilaian dari masyarakat dengan
katagori baik, walaupun semua penyelenggara pelayanan sudah berkatagori baik
masih banyak hal-hal yang terkait pelayanan yang perlu ditingkatkan seperti, sikap
pemberi pelayanan, kesesuaian SOP dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan,
maupun ketepatan dengan standar pelayanan publik yang ditetapkan.

Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya indikator dan Kkinerja di

Sekretariat Daerah antara lain:

= Capaian sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

- masih lemahnya senergitas atas perencanaan SKPD yaitu RPJMD, Renstra,

Renja. tahun selanjutnya akan kita tingkatkan kerjasama dengan Bappeda
untuk menjaga keselarasan antar dokumen perencanaan. Nilai AKIP
Kabupaten merupakan hasil dari capaian sasaran ini. Apabila SKPD tidak
mendapatkan minimal nilai B, maka kemungkinan target capaian AKIP
Kabupaten dengan nilai B juga tidak akan tercapai.
Permasalahan-permasalahan yang perlu diperbaiki, yaitu :
1. Perencanaan kinerja SKPD
2. Pengukuran kinerja SKPD
3. E-SAKIP Kabupaten
4. Pelaporan Kinerja SKPD; dan
5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD

= Capaian Sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang Baik
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- Permasalahan timbul pada area perubahan penataan Tatalaksana, dima
penyusunan Peta proses Bisnis belum dapat dilakukan karena kompetensi ASN

terkait penyusunan proses bisnis masih minim

Gambaran potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari
kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Adapun potensi dan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya koordinasi antar SKPD;

2. Kurangnya SDM yang berkualitas khususnya dalam perumusan kebijakan,

pengendalian dan penyusunan laporan;
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Tabel 2.3.2 (2) (table Tc. 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Balangan

Anggaran Pada Tahun Ke- Realisasi Angaran Pada Tahun Ke- Rasio Antara Realisasi dan Angaran Tahun Ke- Rata-rata Pertumbuhan
Uraian
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 | 2017 | 2018 | 2019 2020 Anggaran | Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Persentase _
Sapalan Urlisan ; 354,750,000 | 515,515,000 | 486,715,000 | 209,464,900 ; 333,300,000 | 494,662,479 | 475,172,000 | 203,915,000 94 96 98 97 -35.70 -34.84
Nilai komponen
Pelaporan Kinerja
petanst 82,155,000 | 444,810,000 | 575,640,000 | 298,602,940 - 60,722,009 | 420,813,366 | 546,575,852 | 257,184,700 - 85 95 95 86 3.83 -2.03
Daerah
Meningkatnya
Kualitas
gzﬁifgfi‘gtp”b“k ; 71,120,000 | 69,420,000 77,750,000 | 94,700,000 - 64,731,488 | 47,911,363 65,663,014 | 83,631,026 - 9 69 84 88 8.72 447
Daerah
Indeks Reformasi
Birokrasi ; ; 304,290,000 66,410,000 | 78,800,000 - . 274380,826 | 64,357,035 | 60,520,800 : : 90 97 77 17124 -166.34
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Tabel 2.3.2
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 - 2021

Uraian Anggaran pada tahun ke- Realisasi anggaran pada tahun ke-
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belanja 66.899.821.237 63,578,791,736 53,975,255,394 53,800,210,580 50,876,015,403 7,818,288,475 50,071,821,707 50,504,040,007 48,045,107,498 36,067,488,117
Belanja
tidak 13.123.081.706 | 16,335,506,186 11,327,965,021 12,568,915,580 12,568,915,580 7,818,288,475 | 9,580,199,735 10,515,423,536 11,440,096,584
langsung
Belanja
| 53.776.739.531 | 47,243,285,550 42,647,290,373 41,231,295,000 38,307,099,823 40,491,621,972 39,988,616,471 36,605,010,914 36,067,488,117
angsung

PENYESUAIAN RENSTRA SETDA KABUPATEN BALANGAN 2021-2026




2.3.2 Gambaran Rasio antara Realisasi dan anggaran

Pada tahun 2020 terjadi pengurangan anggaran yang sangat signifikan yang
menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan menjadi tidak dapat dilaksanakan
optimal, karena serangan Virus Covid-19 di seluruh dunia sejak tahun 2020
berdampak pada tidak terealisasinya banyak program dan kegiatan khusunya
pelaksanaan kegiatan dnegan mengumpulkan orang banyak seperti rapat-rapat, dan
sosialisasi. Sekretariat Daerah mengalami peningkatan penggunaan anggaran sejak
tahun 2016-2019 karena ingin terus meningkatkan pelayanan pada masurakat
melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan kewenangan
Sekretariat Daerah, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini
disebabkan karena pertumbuhan ekonomi Balangan mengalami perlambatan dari
3,18% menjadi -2,47%, hal ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi provinsi
Kalimantan Selatan yang juga melambat menjadi dari 4,08% menjadi -1,81 persen.
Hal tersebut berpengaruh dengan pemberian anggaran pada seluruh SKPD yang
pastinya memberikan dampak yang besar terhadap pencapaian capaian kinerja.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Sekretariat Daerah

2.4.1 Analisis yang digunakan untuk mengukur tantangan dan pelauang

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra
Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah
provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis
terhadap KLHS vyang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi
pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini
mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan
arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Analisis yang digunakan untuk mengukur tantangan dan pelauang terhadap
pegembangan pelayanan Sekretariat Daerah 5 tahun mendatang adalah dengan
menggunakan teknik analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat).
Teknik analisisis SWOT merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk
menyusun pengembangan kinerja berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan
ancaman yang dimiliki oleh suatu Organisasi. Menurut Rangkuti (2001) analisis
SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan
strategi perusahaan dengan cara memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun

pada saat bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman.
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Kekuatan (Stregths) yaitu kekuatan atau keunggulan yang dimiliki untuk
menghadapi tantangan yang ada, sehingga pada akhirnya usaha dapat bertahan
dan berkembang.

Kelemahan (Weakness) yang kelemahan yang dimiliki. Diharapkan dapat
diminimalkan dengan nilai lebih yang dimiliki perusahaan.

Peluang (Opportunities) yang ada sehingga dapat mengambil kesempatan yang
terdapat di pasar serta dapat mengatasi kelemahan yang ada.

Ancaman (Threat) yaitu kecenderungan yang tidak menguntungkan dan
mengancam kedudukan perusahaan dalam persaingan.

Analisis SWOT memudahkan suatu Organisasi dalam hal ini Sekeretariat Daerah

Kabupaten Balangan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun pada saat

bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Berikut adalah macam

pelayanan pada Sekretariat Daerah yaitu :

. Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi
pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan kerjasama dan otonomi daerabh.

. Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

. Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
bidang perundang-undangan, bantuan hukumdan dokumentasi dan informasi.

. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD,
perekonomian, dan sumber daya alam.

. Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan

tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
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di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan
pelaporan.

6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan
dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan
barang dan jasa.

7. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan
dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan
kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah serta
rumah tangga dan perlengkapan.

8. Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik
dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

9. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

2.4.2 Tantangan Dalam Melaksanakan fugsi/pelayanan
= Tantangan Dalam Melaksanakan fugsi/pelayanan tersebut tidak terlepas dari
berbagai tantangan. Tantangan menjabarkan dari Visi dan Misi Kabupaten
Balangan tahun 2021-2026 maka berikut tantangan pelayanan yang harus
dihadapi Sekretariat Daerah pada 5 (lima) tahun waktu 2021 sampai dengan 2026

adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi;
Reformasi Birokrasi merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah
untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Reformasi birokrasi bukan hanya
menyederhanakan struktur birokrasi tetapi mengubah pola pikir dan budaya kerja
dalam birokrasi khususnya dalam manajemen adiministratif Pemerintah daerah.
Reformasi birokrasi dicanangkan sejak era reformasi tetapi mengalami hambatan
dan kelambatan misalnya buruknya perilaku birokrasi, semakin banyaknya

pejabat/birokrat yang korupsi, pelayanan kepada masyarakat belum menunjukkan
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kinerja optimal meskipun asas desentralisasi telah direalisasikan. Masalah kinerja
masih belum baik walaupun indikator kinerja tersedia. Untuk itu, model konseptual
reformasi birokrasi sebagai landasan dalam melakukan pembenahan struktur,
kultur kerja birokrasi Pemda serta strategi reformasi birokrasi yang berisi langkah-
langkah pembenahan birokrasi sangat penting. Hasil penelitian adalah adanya
pedoman umum/ strategi reformasi birokrasi sebagai panduan untuk pembenahan
struktur, kinerja dan kultur birokrasi di tingkat daerah, khususnya Pemerintah
Daerah Kabupaten Balangan. Terdapat 8 Area Perubahan dalam peningkatan
Kualitas Reformasi Birokrasi yaitu :

Manajemen Perubahan (Pola pikir dan budaya kerja);

Penataan Peraturan Perundang-undangan;

Penataan dan Penguatan Organisasi/ Kelembagaan;

Penataan Tata Laksana;

Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;

Penguatan Akuntabilitas;

Penguatan Pengawasan; dan

O N o O bk~ wDbdPRE

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk
meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi
pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk
membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik
dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan
keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan
publik.

Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan

publik ini adalah:

1. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman,
dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;

2. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi
pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan

3. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.
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terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan

kualitas pelayanan publik, yaitu:

a.

Standar Pelayanan Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu

pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

1) Unit kerja telah memiliki kebijakan standar pelayanan;

2) Unit kerja telah memaklumatkan standar pelayanan;

3) Unit kerja telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan;

4) Unit kerja telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan

dan SOP.

Budaya Pelayanan Prima Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu

pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

1) Unit kerja telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika,
capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;

2) Unit kerja telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses
melalui berbagai media;

3) Unit kerja telah memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana
layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila
layanan tidak sesuai standar;

4) Unit kerja telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan

5) Unit kerja telah melakukan inovasi pelayanan.

Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Pengukuran indikator ini dilakukan

dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

1) Unit kerja telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan;

2) Hasil survey kepuasan masyakat dapat diakses secara terbuka; dan

3) Unit kerja telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan

masyarakat.

Tantangan yang harus dihadapi oleh masing-masing Bagian pada Sekretariat

Daerah adalah sebagai berikut:

1.

Jumlah SDM yang kurang memadai;

2. Sarana dan prasarana kurang memadai;
3.
4

. Dalam kaitannya untuk melaksanakan tugas pengendalian maka tantangannya

Peraturan yang tumpang tindih;

adalah PPTK di lingkungan Kabupaten Balangan masih kurang paham dalam

menyusun perencanaan kegiatan;
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5. Dalam lingkup birokrasi tantangannya adalah:
a. Peningkatan kualitas birokrasi;
b. Reformasi birokrasi;
c. Peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN);
d. Sinkronisasi dan integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
6. Dalam lingkup pelelangan tantangannya adalah:
a. Dokumen perencanaan tidak tepat waktu;
b. Proses pelelangan tidak tepat waktu;
c. Fluktuasi harga.

= Sementara itu kondisi yang dianggap dapat memberikan peluang untuk
melaksanakan fungsi atau pengembangan pelayanan adalah:
1. Perkembangan teknologi yang dimanfaatkan dengan membangun SIM;
2. Memperkuat pola koordinasi lintas instansi;
3. Sinkronisasi aturan dari Undang-undang sampai dengan Peraturan Menteri
yang dilakukan di tingkat pusat;
Pelaksanaan Otonomi daerabh;
Adanya diklat peningkatan kualitas SDM;
Peluang untuk pengembangan pengembangan PAD masih cukup terbuka;

N o o bk

Penerapan Center of Excellent (COE) dalam pelayanan pengadaan
barang/jasa kepada pengguna layanan;

8. Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2.4.3 Hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah provinsi

Prioritas

Prioritas Daerah Daerah Kab. Misi Kepala Daerah Sasaran
Sekretariat
Prov.Kalsel Balangan Kab. Balangan Daerah
Tahun 2021-2026 Tahun 2021- Tahun 2021-2026
Tahun 2021-2026
2026
Peningkatan Tata
Kelola Meningkatkan kualitas
Pemerintahan, Kinerja dan layanan birokrasi Meningkatkan
Terutama Pemerintah pemerintahan sebagai | kualitas reformasi
Kemudahan dalam Daerah abdi masyarakat dan birokrasi
Perizinan abdi negara
Berinvestasi
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2.4.4 Hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS

tabel 2.4.4 (1) hasil analisis terhadap RTRW

RPJIJMD Tahun 2021-

Sekretariat Daerah

Lebih
Maju Dan Sejahtera

Wawasan
Nusantara dan Ketahanan
Nasional.

Keterangan 2026 RTRW Tahun 2021-2026
Terwujudnya ruang wilayah
Membangun Desa, Nasional yang Membangun Desa,
Menata Kota aman, nyaman, produktif, dan Menata Kota
Visi Menuju Balangan Yang berkelanjutan berlandaskan Menuju Balangan

Yang Lebih
Maju Dan Sejahtera

Indikasis Program
Utama 2024 Arah
Pemanfaatan Ruang

Indikasi Rencana Program
RPJMD Kabupaten
Balangan Tahun 2019 —

Sekretariat Daerah
tidak terkait secara

RTRW PJM Il dan 11D 2024. langsung
Perwujudan Sistem Peningkatan Infrastruktur
Jaringan Transportasi. Jalan sarana
* Perwujudan Jaringan | Transportasi:

Jalan * Peningkatan Proporsi

Kabupaten. Panjang.

* Peningkatan dan + Jaringan Jalan dalam

Pemeliharaan Kondisi Baik.

Jembatan Kabupaten. * Peningkatan Proporsi

*» Penyediaan Sarana jembatan
Angkutan dalam kondisi baik.

Jalan * Peningkatan Sarana

* Peningkatan Prasarana
Prasarana Lalu Layanan Angkutan Darat. SKPD Teknis
lintas Jalan Raya. * Peningkatan Pelayanan ljin
* Intensifikasi Ketertiban | Trayek
Lalu * Peningkatan Prosentase
Lintas melalui Kendaraan
Penerapan Angkutan yang Memiliki Uji
Analisis Dampak Lalu Kelayakan
Lintas Peningkatan Persentase Jalan
(ANDALALIN). memiliki Rambu sesuai

Standar.

* Peningkatan Persentase
Lokasi Titik

Parkir yang Terkelola

Perwujudan Sistem Pelayanan Perijinan Analisis
jaringan Dampak
prasarana Lainnya. Lalu Lintas
* Pengembangan (ANDALALIN).Perwujudan
Sistem Sistem jaringan
Penyediaan Air Minum | prasarana Lainnya.

(SPAM). * Pengembangan Sistem
* Pengembangan Penyediaan Air Minum
sistem (SPAM).
pengelolaan air Limbah | « Pengembangan sistem SKPD Teknis

(SPAL)

» Sistem pengelolaan
limbah

bahan berbahaya dan
beracun (B3).

* Pengembangan
Sistem

jaringan persampahan
* Pengembangan
jaringan

drainase

pengelolaan air Limbah
(SPAL)

» Sistem pengelolaan limbah
bahan berbahaya dan
beracun (B3).

» Pengembangan Sistem
jaringan persampahan

* Pengembangan jaringan
drainase
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tabel 2.4.4 (2) hasil analisis terhadap KLHS

RPJMD Tahun

Keterangan KLHS Sekretariat Daerah
A2V Tahun 2021-2026
Terwujudnya
Kabupaten Balangan
Membangun Desa, KZEBag?eln Membangun Desa,
Menata Kota embarr: unan Menata Kota
Visi Menuju Balangan b g Menuju Balangan Yang
: berkelanjutan ,
Yang Lebih dengan Lebih
Maju Dan Sejahtera gan Maju Dan Sejahtera
memperhatikan
kondisi lingkungan
hidup.
Meningkatkan Meningkatkan kualitas
kualitas dan Mewujudkan dan
- layanan birokrasi kelembagaan layanan birokrasi
Misi ke-1V . ) )
RPJIMD pemerintahan pemerintahan pemerintahan
sebagai abdi dan abdi negara yang sebagai abdi
masyarakat dan tangguh. masyarakat dan
abdi Negara abdi Negara
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3.1.

BAB Il

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sekretariat Daerah

Berdasarkan

tugas dan fungsi

pelayanan yang dilaksanakan oleh

Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan yang berkaitan dengan pelayanan

kepada Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat

diidentifikasi permasalahan sebagaimana disampaikan pada table 3.1 berikut ini :

Indetifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugasa dan Fungsi

Table 3.1

Pelayanan Sekretariat Daerah

Permasalahan .
Faktor yang mempengaruh
No Masalah Masalah Akar Pelayanan SR RERGEE
Pokok Permasalahan Perangkat
Daerah Internal External
1. Bagian Hukum
Identifikasi
Belum optimal SKPD belum terhadap tldgk pernah
L Belum adanya peraturan dilakukan
Inventarisasi . dapat mengukur kurangnya o
. ukuran kualitas - ) perundang- e monitoring
1 kebijakan . keberhasilan dari SDM dibidang
kebijakan yang . undangan yang terhadap
daerah yang . dampak kebijakan ) . Hukum "
f dikeluarkan . tidak harmonis kebijakan yang
berkualitas yang ditetapkan .
belum disusun sudah laksanakan
secara optimal
2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
tidak tersedia
Kematangan gedung dengan
Kematanoan UKPBJ belum Standardisasi standart LPSE
9 tercapai sesuai LPSE belum dan tidak tersedia
UKPBJ :
amanat Perpres tercapai angaran untuk
16/2018 membangun
gedung baru
Insentif/tunjangan
tenaga fungsional
pengadaan yang
dibanding risiko 9
serta beban kerja
Masih yang ada
kurangnya i
Kualifikasi dan tenaga SDM yang Masih adanya
Kompetensi fungsional bersertifikat tidak Rendahnya perbedgan
SDM PBJ Pengelola bersedia menjadi kualitas persepsi antarg
2 Pengadaan fungsional PBJ pengelolaan APH, dan Auditor.
Barang/Jasa karena stigma pengadaan Respon terhadap
pokja PBJ yang barang dan jasa permasalahan
sangat rentan hukum masih
tersangkut kurang responsif
masalah, baik
dengan penyedia
maupun dengan
APH
Masih minimnya
. . komitmen serta
Insentif/tunjangan
; dukungan
tenaga fungsional S
Pemanfaatan pimpinan dalam
Pemanfaataan . pengadaan yang
h sistem - : penerapan
Sistem engadaan tidak memadai engadaan
Pengadaan peng dibanding risiko peng .
masih rendah : secara elektronik,
serta beban kerja
yang ada
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3. Bagian Pemerintahan

Terdapat
belum . Rendahnya Kurang
] masih lemahnya . beberapa .
optimalnya - kurangnya kualitas Optimalnya
kualitas sumber Pelayanan -
sarana dan . pengetahuan Pelayanan pembinaan
daya manusia ] e . yang sudah
3 prasarana denoan tentang teknis Administrasi tidak kepada
maupun 9 pelayanan Terpadu . Pelaksana Teknis
kemampuan dilaksanakan .
sumber daya teknis PATEN Kecamatan laqi di Paten di
manusia (PATEN) Keca?matan Kecamatan
Kurangnya .
penyediaan Anggaran ?;I:g:np;g‘galnya
belum untuk
optimalnya 22?;”6;%‘ pelaksanaan gﬂi Zc;rsaglgfg
sarana dan prasarana serta Anggaran dan Nilai Capaian diklat bagi serta belum
prasarana Kualitas SDM EKPPD yang penyusun maksimalnya
maupun Sumberdaya belum maksimal | LPPD dan pemahaman
sumbe_r daya Manusia yang LKPj serta petugas SKPD
manusia . pengadaan
belum Maksimal anlikasi LPPD tentang Laporan
dgn LKP] LPPD dan LKPj
4. Bagian Organisasi
Belum
tersosialisasik
annya Perbup
RoadMap RB
Belum Perencanaan Revisi terbaru Be;l;]n;ﬁ:rir;;r/]a
optimalnya pelaksaan RB Road Map RB Kurang berdasarkan SﬁPD akan RB
pelaksanaan di hanya sebatas belun? komitmen Permenpan sehingga
4 8 (delapan) syarat terinternalisasi di SKPD untuk RB Nomor 25 komitmen SKPD
Area pemenuhan level SKPD menerapkan RB Tahun 2020 untuk
perubahan dan dokumen Road di Level SKPD dan Perda melaksanakan RB
cuikcount Map RB Nomor 2 >
Tahun 2021 masih rendah
serta Perda
Nomor 5
Tahun 2021
Belum disusun Peta Proses Belum ada Juknis | Kurangnya Kurangnya
Peta Proses Bisnis belum Khusus pemahaman anggarandan Belum perah
Bisnis dijadikan acuan penyusunan peta | pentingnya kurangnya dilaku[?(an
5 Pemerintah dalam proses bisnis proses bisnis pengetahunan embelaiaran dan
Kabupaten ketatalaksanaan sehinga dalam SDM tentang pendam Jin an Ke
Balangan dan dan akuntabiitas pembnaan ke ketatalaksanaan Penyusunan P SI?PS
Peta Proses Kaupaten dan SKPD masih dan akuntabitas Peta Proses
Bisnis SKPD SKPD minim . kinerja Bisnis
Terbatasnya
Belum meratanya anggaran
Indikator kinerja pemahaman Belum pembinaan ke Kurangnya
Kurangnya SKPD banvak SAKIP di SKPD optimalnya SKPD tentang komitmen Kepala
kualitas SDM an belu):n bahwa setiap pelaksanaan perumusan SKPD untupk
6 tentang tg atgsasaran jenjang jabatan Akuntabilitas indikator membentuk
manajemen cri]an belum memiliki kinerja Kinerja kinerja dan budava berkineria
SAKIP SMART masing-masing Kabupaten dan pengukuran danyberSAKIPJ
sesuai SKPD kinerja baik
kewenangan (tusi) online maupun
offline
UPP yang Terbatasnya Masih minimnya
Terbatasnya menjadi sampel kemampuan sinergitas
sampel IPP belum SKPD dari sisi 9
o g Belum adanya Terbatasnya stakeholder
penilaian IPP memiliki dasar . pendanaan .
acuan substansi kemampuan (SKPD terkait)
oleh untuk untuk .
apa yang perlu SKPD untuk ) . terkait untuk
Kemenpan RB melakukan o menindaklnaju
6 ) - ditingkatkan untuk pemenuhan . . dukungan
sehingga perbaikan atas . P ti hasil temuan -
. " perbaikan janji data dukung ) peningkatan 6
perbaikan atas 6 aspek jika L IPP seperti
layanan jika tidak atas 6 aspek aspek IPP
6 aspek IPP belum tahu - . aspek sarana
dilakukan evaluasi IPP terutama yang
belum dapat kelemahan prasarana, masih memiliki
dijadikan acuan | berada di aspek profesionalism o
- nilai rendah
mana saja e SDM
Masih .
rendahnya Hasblleﬁjl:rr]vey
pemahaman .
SKPD , Unit Laporan hasil Belum adanya _d|m_anfaatkan
Rendahnya Pimpinan dalam
Penyelenggara Survey Kepuasan . dukungan ;
komitmen pengambilan
Pelayanan dan . Masyarakat belum berupa dana "
SKM masih . SKPD dalam kebijakan
Masyarakat . digunakan . - untuk SKPD/ .
dianggap hanya ) menindaklanjuti peningkatan
akan sebagai bahan . o Penyelenggar .
6 - sebatas laporan Lo hasil penilaian kualitas
pentingnya evaluasi kinerja a Pelayanan .
. pemenuhan SKM atas unsur . . Pelayanan Publik
SKM sebagai - . penyelenggaraan menindaklanju -
kewajiban saja. layanan yang ; . (penekanan janji
salah satu pelayanan dan N ti hasil Survey :
L - . memiliki nilai perbaikan layanan
ukuran kinerja janji perbaikan Kepuasan
; h rendah pada unsur yang
dan perbaikan pelayanan publik Masyarakat ilai rendah d
elayanan nilai rendah dan
pke ada mempertahankan
mas;/)arakat yang nilai tinggi)
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5. Bagian Umum

. Belum
Mahasiswa optimalnya
Bangunan tidak bisa fokus . p y
. Tidak adanya Layanan
asrama belajar karena . . ) . -
. pemeliharaan Birokrasi bagi Pemilihan
mahasiswa adanya . Perencanaan )
) untuk asrama peningkatan penyedia yang
8 Balangan diluar | kebocoran atap, - . pengagaran
mahasiswa dalam kualitas kapabel dan
daerah dalam flapon yang - yang tepat .
- kurung waktu 2 pendidikan propesional
kondisi rusak runtuh, dan h Khi hasi
sedang kebocoran pipa tahun terakhir manasiswa
air Balangan di luar
daerah
6. Bagian Administrasi Pembangunan
Pemantauan
dan evaluasi Ketersedian
belum dilakukan SDM yang
secara memahami
terstruktur dan kebijakan yang
metodologi berkualitas
yang tepat
Umpan balik
hasil analisis
pemantauan belum adanya
dan evaluasi standar
terhadap instrumen,
pelaksanaan metodologi
Rendahnya kebijakan masih | analisis, database Belum Belum
kualitas hasil lemah sehingga | regulasi/kebijakan optimalnya optimalnya
pemantauan pemantauan serta pedoman perumusan dan koordinasi
dan evaluasi dan evaluasi pemantauan dan pengendalian dengan SKPD
pelaksanaan belum bisa evaluasi yang implementasi
kebijakan menjadi dasar tepat dan dapat kebijakan
9 bidang pijakan untuk menjadi panduan bidang
penyusunan penentuan pelaksanaan penyusunan
program, kebijakan pemantauan dan program,
pengendalian selanjutnya evaluasi kebijakan pengendalian

program dan bidang program dan
evaluasi dan penyusunan evaluasi dan
pelaporan program, pelaporan
Masih terjadinya pengendalian
bias dengan program dan
monitoring dan evaluasi dan
evaluasi pelaporan
terhadap
pelaksanaan
program dan
kegiatan
sehingga belum
menunjukkan
ukuran
keberhasilan
pelaksanaan
kebijakan
7. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
;ﬂ%g{;n Masih minimnya
p : keuangan daerah
personil baru dalam hal
baik dalam hal engembanaan
pelayanan promosi atau P k(?m etengi
masih kedinasan dan mutasi e av?ai untuk
diperlukan administrasi yang pegawai Peg -
. ) R . Belum : mengikuti
Kualitas peningkatan diberikan masih . sehingga g
optimalnya pelatihan
layanan pemahaman berdasarkan perlunya .
dalam layanan : peningkatan
terhadap terhadap pengalaman yang penyesuaian
KDH/WKDH administrasi ada selama ini terhadap kembali dan pelayanan
’ . KDH/WKDH ; KDH/WKDH dan
pelayanan dan masukan dari tidak ada minimnva
kedinasan orang-orang personil yang ya
terdahulu mengikuti dukungan dari
ela?ihan SKPD lain untuk
?erhada bekerjasama
Iayananp dalam hal
KDHMWKDH pelayanan
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8. Bagian Kesejahteraan Rakyat

minimnya
SDM yang
memahami
Belum Belum tentang
; belum belum . e o
optimalnya ’ . optimalnya klasifikasi .
h tersedianya dilaksanakannya . keuangan tidak
1 pemberian pemberian pengukuran .
: data pemetaan pemetaan tempat - tersedia
bantuan hibah - h bantuan hibah standar
tempat ibadah ibadah
keagamaan keagamaan pelaksanaan
pemberian
hibah bidang
keagamaan
rendahnya
Rendahnya pelaksanaan
kualitas hasil koordinasi
Sumga | P | e |\ DS | o
menentukan tersedianya ! optimalnya 9
2 - pelaksanaan . monev L7 kooperatifnya
kebijakan yang kebiiakan standar kualitas elaksanaan koordinasi SKPD terkait
berkualitas ol kebijakan petaxs dengan SKPD
bidang kebijakan
Kesejahteraan bidang
Rakyat kesejahteraan
rakyat
SDM tidak
pernah
dibekali
dengan
pengetahuan
mengenai
pengukuran
kebijakan yang
berkualitas
8. Bagian Perekonomian dan SDA
Belum . Kurangya Sumber Manajerial atasan
optimalnya Minimnya Daya Aparatur dengan bawahan
penyelesaian rencana (SDM) baik Kurangnya Rendahnya belum optimall
aksi/langkah- kuantitas/kualitas, motivasi untuk
permasalahan pemahaman .
] langkah terbatasnya . belajar dan
di sektor terkait
ekonomi dan kongkret yang sarana dan Peraturan menelaah Bel imal
SDA van dilakukan SKPD prasarana perundana- Peraturan elum optimalnya
dayat 9 untuk pendukung serta undan ag Perundang- monitoring &
difasﬁitasi menindaklanjuti pendanaan di 9 undangan evaluasi terhadap
permasalahan SKPD teknis kebijakan
pemecahanya terkait perekonomian

3.2 Telaahan Visi, Misi,dan Program Kepala Daerah dan

Terpilih

Wakil Kepala Daerah

Sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Balangan Tahun
2021-2026 Visi Bupati Balangan adalah :

“MEMBANGUN DESA MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH
MAJU DAN SEJAHTERA”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan,

yaitu :

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan;
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan
perkebunan serta pariwisata kreatif;

w

Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan;

4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi
masyarakat dan abdi negara;
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang
harmonis dan kondusif.
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Adapun rincian keselarasan visi Misi dan Program KDH WKDH Kabupaten
Balangan Tahun 2021-2026 dengan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
berdasarkan Peraturan bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi,

dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah diuraikan pada tabel 3.2.1.

Tabel 3.2 (1)
Keselarasan Visi Misi dan Program KDH WKDH dan Tupoksi Sekretariat Daerah

Misi dan Program KDH & WKDH

0.2 terpilih

Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Meningkatkan kualitas dan layanan
k-4 birokrasi pemerintahan sebagai abdi berdasarkan Perbub No. 12 Tahun 2020
masyarakat dan abdi negara

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan, serta harmonisasi urusan kinerja dan reformasi
birokrasi

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan, serta harmonisasi urusan kelembagaan perangkat
daerah dan analisis jabatan

Program Penunjang Urusan 2
1 Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan, serta harmonisasi urusan pelayanan publik dan tata
laksana

melaksanakan kegiatan teknis urusan pemerintahan bidang
kerja sama dan otonomi daerah (menyusun bahan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD)
Program : Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
5 pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan,
bantuan hukumdan dokumentasi dan informasi.

penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan
Program : Perekonomian dan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan
Pembangunan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan
dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Adapun Misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah adalah
misi ke-empat. Terkait faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat maupun

pendorong pencapaian visi Bupati Balangan dapat dilihat pada tabel 3.2.2
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Tabel 3.2 (2)
Faktor Pendorong dan Penghambat Sekretariat Daerah terhadap pencapaian Visi
Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Misi dan Program

Permasalahan Pelayanan

Faktor

No KDH & WKDH
terpilih Pl DesiEr Penghambat Pendorong
Misi ke-empat RPIMD : Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan Sebagai Abdi Masyarakat
dan Abdi Negara
Program Penunjang
Urusan
1 Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
Belum optimalnya Layanan terbatasnya Kemampuan
Birokrasi bagi peningkatan keuangan daerah untuk
1 Bagian Umum kualitas pendidikan perbaikan Bangunan asrama Perencar;iantgegtgagaran
mahasiswa Balangan di mahasiswa Balangan diluar yang tep
luar daerah daerah
Masih minimnya keuangan
daerah dalam hal L . .
pengembangan kompetensi Tingginya komitmen dari
. ; S personil yang memberikan
Belum optimalnya dalam pegawai untuk mengikuti elavanan meski denaan
2 Bagian Prokopim layanan terhadap pelatihan peningkatan 'Smla)tlw SDM van terb%tas
KDH/MWKDH pelayanan KDHMWKDH dan éan Senaan .;’m Eer.a -
minimnya dukungan dari 9 baJn ak jayang
SKPD lain untuk bekerjasama Y
dalam hal pelayanan
. Penyelarasan Kebijakan
Belum tersosialisasikannya .
- Pusat dan Disahkannya
Perbup RoadMap RB Revisi
. Dokumen Perencanaan
Kurang komitmen SKPD terbaru berdasarkan
. L ; Pembangunan Daerah
3 Bagian Organisasi untuk menerapkan RB di Permenpan RB Nomor 25 .
menuntut Revisi Perbup
Level SKPD Tahun 2020 dan Perda Nomor
RoadMap RB dan perlu
2 Tahun 2021 serta Perda SR
sosialisasi ke SKP agar
Nomor 5 Tahun 2021 ; . )
terimplementasi dengan baik
Peta Proses Bisnis
merupakan hal yang wajib
Kurangnya pemahaman Kurangnya anggarandan untuk menata kembali
Angnya p L gny 99 urgenitas SKPD sesuai
. N pentingnya proses bisnis kurangnya pengetahunan . . .
Bagian Organisasi corebsniss sehingga Probis
dalam ketatalaksanaan SDM tentang Penyusunan b
. L T bermanfaat dibidang
dan akuntabitas kinerja Peta Proses Bisnis
kelembagaan,
ketatalaksanan dan
akuntabilitas
Perumusan Indikator kinerja
yang baik dan teapat sasaran
serta Pengukuran Kinerja
Belum optimalnva Terbatasnya anggaran minimal triwulan akan
p va pembinaan ke SKPD tentang melahirkan SKPD yang
. o pelaksanaan Akuntabilitas T S LT Y
Bagian Organisasi oo perumusan indikator kinerja berkinerja tinggi dalam
Kinerja Kabupaten dan e . )
dan pengukuran kinerja baik mencapai target yang
SKPD . . . )
online maupun offline ditetapkan sesuai
corebisnniss yg tergambar
dalam tujuan dan sasaran
strategis SKPD
hasil penilaian IPP belum IPP merupakan slaah satu
dapat dijadikan pedoman Terbatasnya kemampuan alat ukur untuk melakukan
Bagian Organisasi oleh SKPD untuk SKPD untuk pemenuhan data perbaikan layanan dengan
memperbaiki kualitas dukung atas 6 aspek IPP pemenuhan terhadap 6
Pelayanan Publik aspek pelayanan publik
Hasil SKM belum dapat Rendahnya komitmen SKPD Kapabilitas SDM
dijadikan feed back bagi dalam menindaklanjuti hasil yang mumpuni dan dukungan
Bagian Organisasi SKPD untuk melakukan penilaian SKM atas unsur anggaran yang prporsional
peningkatan dan janiji layanan yang memiliki nilai atas pemenhan unsur
perbaikan layanan rendah layanan yang masih rendah
Program
2 Perekonomian dan
Pembangunan
Masih adanya perbedaan
Rendahnya kualitas persepsi antara APH, dan
4 Bagian PBJ pengelolaan pengadaan Auditor. Respon terhadap

barang dan jasa

permasalahan hukum masih
kurang responsif
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5 Bagian Pereko & SDA

Kurangnya pemahaman
terkait Peraturan
Perundang-undangan

Rendahnya motivasi untuk
belajar dan menelaah
Peraturan Perundang-

undangan

Komitmen yang
tinggi dari Bagian
Perekonomian dan SDAuntuk
terus meningkatkan kualitas
SDM

Belum optimalnya
perumusan dan
pengendalian

Komitmen yang
tinggi dari Bagian

6 Bagian Adm. implementasi kebijakan Belum optimalnya koordinasi Administrasi Pembangunan
Pembangunan bidang penyusunan dengan SKPD untuk terus meningkatkan
program, pengendalian koordinasi dengan pihak
program dan evaluasi dan terkait
pelaporan
Program
3 Pemerintahan dan

Kesejahteraan
Rakyat

Belum adanya

Ketersediaan

Rendahnya kualitas kajian standar Personil dan
. . Pelayanan Administrasi pelimpahan sarana
7 Bagian Pemerintahan Terpadu Kecamatan kewenangan dan prasarana serta
(PATEN) kurangnya personil anggaran di
di Kecamatan Kecamatan
Ketersediaan sarana dan Koordinasi
prasarana yang diperlukan dengan
. . Nilai Capaian EKPPD yang dalam penyusunan Perangkat
Bagian Pemerintahan belum maksimal laporan dan Ketersediaan Daerah terkait
SDM yang memahami berjalan baik

penyusunan laporan

Identifikasi terhadap
peraturan perundang-

kurangnya SDM dibidang
Hukum untuk melakukan

dijadikannya Indikator Indeks

8 Bagian Hukum undangan yang tidak monitoring terhadap kebiiakan Kualitas Kebijakan sebagai
harmonis belum disusun g terhadap keblaxa salah satu indikator RPIJMD
secara optimal yang sudah laksanakan
minimnya SDM yang
Belum optimalnya memahami tentang klasifikasi
9 Bagian Kesra pemberian bantuan hibah pengukuran standar

keagamaan

pelaksanaan pemberian hibah
bidang keagamaan

Bagian Kesra

rendahnya pelaksanaan
koordinasi perumusan
kebijakan dan monev
pelaksanaan kebijakan
bidang kesejahteraan
rakyat

SDM tidak pernah dibekali
dengan pengetahuan
mengenai pengukuran

kebijakan yang berkualitas

3.3 Telaahan Renstra Sekretariat Daerah dan Renstra Provinsi Kalsel
Fungsi dan Kedudukan Renstra SKPD tahun 2021-2026

merupakan

dokumen Strategis yang harus mengacu terhadap Perencanaan Pembangunan

jangka menengah Daerah (RPJMD) dan merupakan penjabaran Visi dan Misi

Program dan kegiatan serta memperhatikan RPJP daerah Kabupaten Balangan
tahun 2005-2025, RPJM Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 serta

memperhatikan Renstra Kementrian/ Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi

Kalimantan Selatan.
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Tabel 3.3.1
Arah Kebijakan Rencana Strategis 2020-2025
Kementerian PAN RB dan Kementerian Dalam Negeri

No Sasaran RPIJMN Arah Kebijakan Strategi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi

Penguatan implementasi manajemen ASN

Memperkuat Stabilitas o _ Penataan kelembagaan dan proses bisnis
1 Polhukhankam dan Reformasi Birokrasi dan
Transformasi Pelayanan Tata Kelola o - .
Publik Reformasi sistem akuntabilitas kinerja

Transformasi pelayanan publik

Kementerian dalam Negeri

Penyusunan regulasi pembinaan dan pengawasan

Pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa

penyelenggaraan

pemerintahan daerah Peningkatan pengawasan internal Kementerian

dan desa )
Dalam Negeri
dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
Pengembangan sistem informasi e-Perda yang
terintegrasi
Mengembangkan wilayah dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
5 untuk mengurangi (SIPD)
kesenjangan dan menjamin
pemerataan Sinkronisasi dan harmonisasi Penerapan sistem aplikasi monitoring Perda
peraturan perundang-
undangan

pusat dan daerah dalam Analisis kebutuhan pembentukan Perda

rangka penyederhanaan

regulasi, Reviu Ranperda dan Ranperkada
melalui

Pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan sebagai naskah
akademik atau rujukan dalam perumusan kebijakan
dan
regulasi (research based policy)

Sesuai dengan Visi Kepala Daerah terpilih yang ditetapkan sebagai visi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan) Tahun
2021 — 2026 yaitu “Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera,
Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing” maka ditetapkan misi pembangunan
daerah jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 sebagai
berikut:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas Dan
Terampil;

2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi

Pada Pelayanan Publik;

Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasiskan Kearifan Lokal;

4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan
Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya,

5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya
Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

w
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Berdasarkan Misi tersebut, maka sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah kita

berperan dalam pencapaian misi ke- 2 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang profesional dan berorietasi pada pelayanan publik

Tabel 3.3.2

Arah Kebijakan Rencana Strategis 2021-2026

Provinsi Kalimantan Selatan

Permasalahan Pelayanan

Faktor yang mempengaruhi

No Sasaran Strategis K/L
g SKPD Penghambat Pendorong
Ketersediaan sarana N
Meningkatnya tata kelola dan prasarana yang Kggrndlgﬁy
pemerintahan Nilai Capaian EKPPD yang diperlukan dalam Perar?gkat
1 dalam negeri yang adaptif, B penyusunan laporan dan .
profesional belum maksimal Ketersediaan SDM yang Daer ah terkfaut
' berjalan baik

proaktif, dan inovati memahami penyusunan

laporan

Belum optimalnya Hasil
Penilaian Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah
Kabupaten Balangan

Terwujudnya instansi
2 pemerintah yang efektif,
efisien dan akuntabel

Terwujudnya kualitas
3 pelayanan publik yang
prima

Sistem, prosedur dan
hubungan kerja belum
memadai

Komitmen yang tinggi
dari Bagian
Organisasi

Belum optimalnya nilai
capian SKM Kabupaten

hasil penilaian IPP belum
dapat dijadikan pedoman
oleh SKPD untuk
memperbaiki kualitas
Pelayanan Publik

Belum optimalnya Hasil
Penilaian Reformasi
Birokrasi Pemerintah
Daerah Kabupaten
Balangan

Peningkatan efektivitas
4 Reformasi Birokrasi
Nasional

Rendahnya Hasil Penilaian
Reformasi Birokrasi dari
Area Tatalaksana

Belum optimalnya Hasil
Penilaian Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah
Kabupaten Balangan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

Sebagai upaya mengarahkan pembangunan di Kabupaten Balangan
dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi,
selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan pertahanan keamanan maka Pemerintah Kabupaten Balangan
menetapkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013 — 2032. Ketentuan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat
atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten
agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan
zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi

untuk wilayah Kabupaten.

PENYESUAIAN RENSTRA SETDA KABUPATEN BALANGAN 2021-2026 FH¥AS



wilayah Balangan yang sejahtera, aman,
pengembangan sektor-sektor unggulan yang berwawasan

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Balangan adalah terwujudnya

nyaman,

pemanfaatan ruang. Kebijakan penataan ruang terdiri atas:

dan produktif melalui

lingkungan dalam

1. pengembangan sistem agropolitan untuk mendorong potensi ekonomi berbasis
pertanian dan perkebunan serta peternakan;
2. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi
wilayah secara hirarkhis dan merata;
3. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana;
4. pengembangan kawasan strategis Kabupaten;
5. pengembangan wisata alam maupun budaya unggulan yang berskala regional,
6. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui
pengembangan kawasan lindung; dan
7. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara
Tabel 3.4 (1)
Permasalahan Pelayanan SKPD
berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Keterangan RPJMD Tahun 2021- RTRW Sekretariat Daerah

2026

Tahun 2021-2026

Visi

Membangun Desa,
Menata Kota
Menuju Balangan Yang
Lebih
Maju Dan Sejahtera

Terwujudnya ruang wilayah
Nasional yang
aman, nyaman, produktif, dan
berkelanjutan berlandaskan
Wawasan
Nusantara dan Ketahanan
Nasional.

Membangun Desa,
Menata Kota
Menuju Balangan Yang
Lebih
Maju Dan Sejahtera

Indikasis Program
Utama 2024 Arah
Pemanfaatan Ruang

Indikasi Rencana Program
RPJMD Kabupaten
Balangan Tahun 2019 —

Sekretariat Daerah
tidak terkait secara

RTRW PJM Il dan 111D 2024. langsung
Perwujudan Sistem Peningkatan Infrastruktur

Jaringan Transportasi. Jalan sarana

* Perwujudan Jaringan | Transportasi:

Jalan * Peningkatan Proporsi

Kabupaten. Panjang.

* Peningkatan dan + Jaringan Jalan dalam

Pemeliharaan Kondisi Baik.

Jembatan Kabupaten. * Peningkatan Proporsi

* Penyediaan Sarana jembatan

Angkutan dalam kondisi baik.

Jalan * Peningkatan Sarana

» Peningkatan Prasarana

Prasarana Lalu Layanan Angkutan Darat. SKPD Teknis

lintas Jalan Raya.

* Intensifikasi Ketertiban
Lalu

Lintas melalui
Penerapan

Analisis Dampak Lalu
Lintas

(ANDALALIN).

» Peningkatan Pelayanan ljin
Trayek

» Peningkatan Prosentase
Kendaraan

Angkutan yang Memiliki Uji
Kelayakan

Peningkatan Persentase Jalan
memiliki Rambu sesuai
Standar.

* Peningkatan Persentase
Lokasi Titik

Parkir yang Terkelola
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Perwujudan Sistem
jaringan

prasarana Lainnya.

» Pengembangan
Sistem

Penyediaan Air Minum
(SPAM).

» Pengembangan
sistem

pengelolaan air Limbah
(SPAL)

« Sistem pengelolaan
limbah

bahan berbahaya dan
beracun (B3).

* Pengembangan
Sistem

jaringan persampahan
» Pengembangan
jaringan

drainase

Pelayanan Perijinan Analisis
Dampak

Lalu Lintas
(ANDALALIN).Perwujudan
Sistem jaringan

prasarana Lainnya.

* Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM).

* Pengembangan sistem
pengelolaan air Limbah
(SPAL)

+ Sistem pengelolaan limbah
bahan berbahaya dan
beracun (B3).

* Pengembangan Sistem
jaringan persampahan

» Pengembangan jaringan
drainase

SKPD Teknis

Tabel 3.4 (2)

Permasalahan Pelayanan SKPD

berdasarkan Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sekretariat
RPJMD
Daerah Faktor Faktor
Ret. Tah38226021- KLHS Tahun 2021- | Peghambat | Pendukung
2026
Terwujudnya
Kabupaten
Membangun Balangan Membangun
Desa, Menata sebagai Desa, Menata
Kota Kabupaten Kota
Visi Menuju pembangunan Menuju
Balangan berkelanjutan Balangan
Yang Lebih dengan Yang Lebih
Maju Dan memperhatikan Maju Dan
Sejahtera kondisi Sejahtera
lingkungan
hidup.
Meningkatkan Meningkatkan
kualitas dan kualitas dan
Misi Ia_lyanan_ Mewujudkan Igyanan_
ke-IV birokrasi kelembagaan birokrasi
RPIM pemerln_tahar_l pemerl_ntahan pemerln.tahar)
D sebagai abdi | dan abdinegara | sebagai abdi
masyarakat yang tangguh. masyarakat
dan dan
abdi Negara abdi Negara
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3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi
Sekretariat Daerah
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang
signifikan bagi entitas daerah/masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian
yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak
dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, isu-isu strategis harus
memenuhi kriteria memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian
sasaran pembangunan nasional dan daerah; merupakan tugas dan tanggung
jawab Pemerintah Daerah; luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah
dan masyarakat; memiliki daya ungkit yang sigiifikan terhadap pembangunan
daerah; kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan prioritas janji politik
yang perlu diwujudkan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dilihat dari tugas dan fungsi
pelayanan Sekretariat Daerah diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi Pelaksanaan tata kelola pemerintahan, yaitu :

1. Identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis

belum disusun secara optimal

Rendahnya kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa

Rendahnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Nilai Capaian EKPPD vang belum maksimal

o &~ w0 N

Belum optimalnya Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Kabupaten Balangan

o

Rendahnya Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi dari Area Tatalaksana

7. Belum optimalnya Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Kabupaten Balangan

8. hasil penilaian IPP belum dapat dijadikan pedoman oleh SKPD untuk

memperbaiki kualitas Pelayanan Publik

9. Belum optimalnya nilai capian SKM Kabupaten

10.Belum optimalnya Layanan Birokrasi bagi peningkatan kualitas pendidikan

mahasiswa Balangan di luar daerah

11.Belum optimalnya perumusan dan pengendalian
implementasi kebijakan bidang penyusunan program, pengendalian program
dan evaluasi dan pelaporan

12.Belum optimalnya dalam layanan terhadap KDH/WKDH

13.Belum optimalnya pemberian bantuan hibah keagamaan
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14.rendahnya pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan dan monev
pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat
15.Kurangnya pemahaman terkait Peraturan Perundang-undangan

Adapun isu strategis yang diketahui berdasarkan identifikasi permasalahan
pada Sekretariat Daerah adalah :
1. Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Peningkatan Tata Kelola dan penyelenggaraan Pemerintahan daerah; dan

3. Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.

Permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif
melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten
Balangan yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program
pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang.
Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah
Kabupaten Balangan, sebagai berikut:

1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan
transparan.

2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk
mewujudkan akuntabilitas.

3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat.

4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan
potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat
dalam menetapkan kebijakan Nasional yang strategis dengan memperhatikan

kepentingan Daerah.
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4.1

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 Mengacu pada
Visi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2021-2026, yaitu:

”Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan
Yang Lebih Maju Dan Sejahtera”

Visi di atas bermaksud bahwa Maju dan Sejahtera yang hakekatnya
merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab pemimpin untuk
menciptakan keadaan yang lebih baik. Istilah "Maju dan Sejahtera™ menunjuk
pada sebuah keadaan yang lebih baik dan maju dari keadaan yang
sebelumnya, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan Visi "Kabupaten
yang lebih maju dan sejahtera" diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi,
tatanan dan pembangunan yang lebih dapat dinikmati dan dirasakan bagi
seluruh masyarakat Balangan. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari
negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT..

Misi Sekretariat Daerah berpedoman kepada Misi ke-4 RPJMD. Sekretariat
Daerah mengampu sebagian besar Misi ke-4 RPIJMD dalam hal Meningkatkan
kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan. Sehingga Misi Sekretariat Daerah

adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan Sebagai Abdi

Masyarakat dan Abdi Negara”

Misi disusun sebagai landasan untuk memberi petunjuk daris besar dalam
mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Misi perlu dijabarkan dalam tujuan dan

sasaran sebagai ukuran keberhasilan kinerja yang telah ditargetkan.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH
Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat
diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas
dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan
isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diteriemahkan ke dalam

sasaran-sasaran yang ingin dicapai.
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Tabel 4.2 (1)

Keselarasan Tujuan RPJMD dan Tujuan Sekretariat daerah

RPJIJMD SETDA
NO.
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN INDIKATOR
Nilai SAKIP;
Terwujudnya Tata . . . Nilai EKPPD;
1. Kelola Pemerintahan Indelé?rskigimml Msg;g?;gygigi?;;?s Indeks Pelayanan Publik;
Yang Baik Indeks Kepuasan
Masyarakat
Tabel 4.2 (2)
Indikator Tujuan RPIJMD
Tujuan . Target Indikator Tujuan pada Tahun ke-
RPIJMD Jndlkator
Tujuan RPIMD
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Terwujudnya Indeks 55,80 57,80 59,80 61,80 63,80 65,80
Tata Kelola Reformasi
Pemerintahan | Birokrasi
Yang Baik
Tabel 4.2 (3)
Indikator Tujuan Sekretariat Daerah
Tujuan . . Target Indikator Tujuan pada Tahun ke-
. Indikator Tujuan
Sekretariat
Setda
Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Meningkatnya | Nilai SAKIP B=68.4 BB =70.4 BB=72.4 BB =74.4 BB=76.4 BB =
Kualitas 78.2
Reformasi
Birokrasi Nilai EKPPD 3.5750 3.5850 3.5900 3.5930 3.5970 3.600

Indeks Pelayanan 3,01 (-B) 3,40 (-B) 3,51 (B) 3,80 (B) 4,01 (-A) 4,91 (A)
Publik

Indeks Kepuasan 82,55% 83.0,60 83,70 84,00 84,50 85,00
Masyarakat

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil
(outcome) program Perangkat Daerah. Rumusan sasaran memperhatikan kriteria

specific, measureable, achievable, relevant, time bond, dan continously improve
(SMART-C).
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Tabel 4.2

4)

Keselarasan Sasaran RPJMD dan Sasaran Sekretariat daerah

Meningkatnya
1 kualitas

Meningkatnya
kualitas Reformasi

RPJMD SETDA
NO.
SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR
Nilai SAKIP Nilai SAKIP
Nilai EKPPD Nilai EKPPD

Reformasi Birokrasi Nilai Indeks Pelayanan Birokrasi Nilai Indeks Pelayanan
Publik (IPP) Publik (IPP)
Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat
Tabel 4.2 (5)

Target Indikator Sasaran RPJMD

Sasaran . Target Indikator Tujuan pada Tahun ke-
RPJIMD Indikator Sasaran
RPJMD
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Meningkatnya | Indeks Reformasi 55,80 57,80 59,80 61,80 63,80 65,80
kualitas Birokrasi
Reformasi
Birokrasi
Tabel 4.2 (6)
Target Indikator Sasaran Sekretariat Daerah
Sasaran . Target Indikator Tujuan pada Tahun ke-
} Indikator Sasaran
Sekretariat
Setda
Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Meningkatnya Nilai SAKIP B=68.4 BB =70.4 BB=724 BB =74.4 BB=76.4 BB =
Kualitas 78.2
Reformasi
Birokrasi Nilai EKPPD 3.5750 3.5850 3.5900 3.5930 3.5970 3.600
Nilai Indeks 3,01 (-B) 3,40 (-B) 3,51 (B) 3,80 (B) 4,01 (-A) 4,91 (A)
Pelayanan
Publik (IPP)
Indeks Kepuasan 82,55 83,60 83,70 84,00 84,50 85,00
Masyarakat

Tujuan dan Sasaran dapat menunjukan gambaran hasil yang ingin dicapai

oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

Tujuan dan sasaran dalam RPJMD menjadi landasan dalam perumusan

tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka

menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan secara rinci dapat dilihat
pada Tabel 4.1.( T-C.25)
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TABEL 4.1 (T-C.25)
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026

Visi Membangun Desa Menata Kota Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera
Misi k-4 Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan Sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- : :
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PU”” S S.KPDb
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |€nanggungjawa
. B= BB BB= | BB= | BB= BB - .
Nilai SAKIP B
lai S 684 | =704 | 724 | 744 | 76.4 | =782 | B291aN Organisasi
Meningkatnya I Bagian
L | Meningkatnya Kualitas Kualitas Nilai EKPPD 3.5750 | 3.5850 | 3.5900 | 3.5930 | 3.5970 | 3.6000 Pemerintahan
Reformasi Birokrasi RBeiIgernaa}ssil " oke Pl i 3.01( | 340 (- | 351 3.80 | 401( | 4091 i O -
NAeKs Felayanan Fupli B) B) (B) (B) A) (A) aglan Organisasl
Indeks Kepuasan 82,55 | 83,60 | 83,70 | 84,00 | 84,50 | 85,00 | Bagian Organisasi
Masyarakat
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk
mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan
memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan
menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan
eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan

Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak
terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang
diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut,
Skeretariat Daerah merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan
pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran

Renstra secara efektif dan efisien.

Strategi dan arah kebijakan perencanaan pencapaian tujuan Sekretariat Daerah
periode tahun 2021-2026 disampaikan pada tabel 4 (Tabel. T-C.26)

TABEL 5 (T-C.26)
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

Visi : Membangun Desa Menata Kota Menuju Balangan yang Lebih
Maju dan Sejahtera

Misi ke - IV RPIJMD: Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan
Sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PENQWSBUNG
Peningkatkan kualitas
. penyelarasan kinerja .
Meningkatkan . LT Bagian
11 nilai SAKIP 1 | unit kepada kinerja Organisasi

organisasi (goal and
strategy cascade)

Pengembangan dan
pengintegrasian
2 | sistem informasi

Menginternalis
asikan budaya

Meningkat Meningkat berkinerja dan S
o kinerja, perencanaan,
nya nya beakuntabilitas dan penganssaran
1 | Kualtas | 1 | Kualitas | Nilai SAKIP pengangs
Reformasi Reformasi
Birokrasi Birokrasi

Pelaksanaan
Singkronisasi
Penyusunan SAKIP
dan LPPD

Peningkatkan
pengelolaan dan
akuntabilitas
keuangan sesuai
kaedah dan aturan
yang berlaku
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Nilai EKPPD

Meningkatkan
Penyelenggara
an Kinerja
Pemerintah
Daerah

Pelaksanaan
Singkronisasi
Penyusunan SAKIP
dan LPPD

Bagian
Pemerintahan

Pembinaan dan
Evaluasi Penerapan
SPM;

Kompilasi IKK yang
akurat dan tepat
waktu;

Indeks
Pelayanan
Publik

Meningkatkan
Indeks
Pelayanan
Publik

Peningkatkan dan
Pengembangan
sistem pelayanan
dengan
mengintegrasikan
pelayanan pusat,
daerah dan bisnis
dalam Mal Pelayanan
Publik.

Pelaksanaan
monitoring dan
evaluasi pelaksanaan
kebijakan pelayanan
publik secara berkala

Peningkatkan
implementasi
kebijakan bidang
pelayanan publik
(Standar Pelayanan,
Maklumat Pelayanan,
SKM)

Peningkatan
pelayanan publik
berbasis elektronik
dalam rangka
memberikan
pelayanan yang
mudah,murah, cepat,
dan terjangkau

Bagian
Organisasi

Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)

Meningkatkan
Indeks
Kepuasan
Masyarakat

Pemantauan
Implementasi SPM
Kabupaten

Pelaksanaan Survei
dan Pengukuran
kepuasan masyarakat
secara berkala

Peningkatan tindak
lanjut dari Laporan
Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat

Bagian
Organisasi

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Sekretariat Daerah

Kabupaten Balangan tersebut di atas dijabarkan melalui program dan kegiatan serta

masukan (input) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan

dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa program

adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran strategis Kabupaten Balangan tersebut, menuntut adanya peningkatan
pelayanan di berbagai sektor pembangunan baik lokal, regional maupun nasional. untuk
merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik
dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah
organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan
merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan
adaptif terhadap lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu
usaha melakukan sejumlah regulasi dan deregulasi terutama terhadap aturan dan
prosedur yang menghambat investasi.

Jumlah kebijakan yang dikembangkan meliputi kebijakan publik yang mempunyai
dampak bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan
teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber
daya organisasi(sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi
kebijakan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia) keuangan
(penggunaan sumber dana) dan kebijakan pelayanan publik dalam rangka memberikan
kepuasan kepada masyarakat dalam rangka memberikan kepuasan kepada
masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis
tersebut di atas, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan
dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, dalam rangka memberikan
kepuasan kepada masyarakat. Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan
dalam kebijakan strategis tersebut di atas, selanjutnya perlu diidentifikasi dan
ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan,
sebagai cara untuk sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran
diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan dan program. Dari setiap strategi tersebut
menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas
organisasi. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab
sebelumnya, maka ditetapkan Program yang direncanakan sebagai cara untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam program
kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan
rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran
dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana
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penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta
merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapainnya dalam tahun
tertentu. Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program
pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan
untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah pada periode
2021-2026.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan
penghambat pencapaian Kkinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan
pelayanan public lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh
manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status
capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam
mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan
substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering
manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka
semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan
kinerja pada tahun berikutnya. Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra
menunjukan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas
pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan
target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukan dengan adanya
rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif pada Sekretariat Daerah Kabupaten

Balangan sebagaimana diuraikan pada tabel 6.1 (T-C. 27)
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Tabel 6.1 (T-C. 27)
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Sekretariat Daerah
Kabupaten Balangan menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam
kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah
ditetapkan, merupakan suatu kontrak kerja SKPD dengan pemerintah. SKPD akan
mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP
tahunan dan LAKIP lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

Berdasarkan Rancangan RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026,
Sekretariat Daerah berkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran
RPJMD. Adapun indikator Sasaran RPJMD tersebut yaitu sebagai berikut :

1. nilai LPPD;
2. Nilai LAKIP;
3. Indeks Pelayanan Publik; dan
4. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indikator Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan yang mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD disertai dengan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun periode 2021-2026 dapat dilihat, pada tabel 7.1 (T-C.28) dibawah ini.
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TABEL 7.1 (T-C.28)

INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Kondisi Kondisi
Kinerja Target Capaian setiap tahun Kinerja
. pada pada s . . Penanggung
No. Sasaran Indikator awal akhir Definisi Operasional/ Cara Hitung Jawab Sumber Data
periode tahun tahun tahun tahun tahun tahun | periode
RPJIMD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | RpPIMD
Makna : Evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP)
dari Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Reformasi dan Birokrasi
terhadap substansi [erencanaan
kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan
kinerja , evaluasi kinerja dan
pencapaian sasaran kinerja
) Alasan Pemilihan : Dengan Nilai Bappedalitbang
Me{llngll_(tatnya BB BB BB BB BB SAKIP Pemerintah Kabupaten Bagi |nspektorat
ualitas .- _ _ _ = = = = = ini i agian .
1 .| NilaiSAKIP | B=66.04 | B=68.4 | BB=70.4 Balangan dalam hal ini Sekretariat o Bagian
RBe_forkma§| 72.4 74.4 76.4 78.2 78.2 Daerah syang merupakan salah satu Organisasi Organisasi dan
irokrasi

tim pembina SAKIP kabupaten mampu
mengukur tingkat akuntabilitas kinerja
baik level Pemda, SKPD hingga ke
Individu

mampu mengukur tingkat akuntabilitas
kinerja baik itu

level Pemda, SKPD hingga ke Individu
Pegawai.

Perhitungan atau penjelasan : LHE
SAKIP kemenpan RB

seluruh SKPD
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Nilai
EKPPD

3.5600
(Tinggi)

3.5750
(TingQi)

3.5850
(Tinggi)

3.5900
(Tinggi)

3.5930
(Tinggi)

3.597
(Tinggi)

3.600
(Tinggi)

3.600
(Tinggi)

Makna : EKPPD kabupaten/kota
merupakan hasil evaluasi oleh Tim
Daerah yang kemudian divalidasi oleh
Tim Nasional pada saat EKPPD
dilaksanakan. (pembobotan nilai
adalah 100% di dapat dari indeks
capaian kinerja sebesar 95% dan
indeks kesesuaian materi sebesar 5%
pada capaian urusan
pemerintahannya)

Alasan Pemilihan : Dengan nilai
EKPPD Pemerintah Kabupaten
Balangan yang semakin meningkat
maka dapat diukur capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan darah
baik pada level pemerintah daerah
sampai pada SKPD

Perhitungan atau penjelasan : hasil
EKPPD oleh Timnas sesuai Lampiran
Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

Bagian
Pemerintahan

Seluruh SKPD

Indeks
Pelayanan
Publik

3,01 (-B)

3,01 (-B)

3,40 (-B)

3,51 (B)

3,80 (B)

4,01 (-A)

4,91
(A)

4,91 (A)

Makna :Indeks Pelayanan Publik
adalah indeks yang digunakan untuk
mengukur kinerja pelayanan publik
berdasarkan Aspek Kebijakan
Pelayanan, Aspek Profesionalisme
SDM, Aspek Sarana Prasarana,
Aspek Sistem Informasi Pelayanan
Publik, Aspek Konsultasi dan
Pengaduan serta Aspek Inovasi.
(PErmenpan Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pedoman Penialian Kinerja
Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik))

Bagian
Organisasi

Bagian
Organisasi dan
seluruh UPP
(Unit
Penyelenggara
Pelayanan
Publik)

PENYESUAIAN RENSTRA SETDA KABUPATEN BALANGAN 2021-2026

151



Alasan Pemilihan : guna memperoleh
gambaran tentang kondisi kinerja
penyelenggaraan pelayanan publik
untuk kemudian dilakukan perbaikan
dalam rangka peningkatan

Kumus rerntungan;
Tahapan Penghitungan Indeks Pelayanan Publik :

1. Menentukan nilai untuk setiap indikator
* Nilai per indikator: (w) X bobot perindikator
2. Menentukan nilai setiap aspek
+ Nilai per aspek: J nilai perindikator

3. Menentukan indeks
* Niiindeks:3 (il aspek X bobot aspek,)
Aspek Penilaian Indeks Pelayanan Publik : Kebijakan
Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana prasarana, Sistem
informasi pelayanan public, Konsultasi dan Pengaduan
Inovasi

Indeks
Kepuasan
Masyarakat

82.53

82.55

83.60

83.70

84.00

84.50 85.00 85.00

Makna : Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) adalah merupakan suatu

ukuran untuk mengetahui tingkat
kinerja unit pelayanan

secara berkala sebagai bahan untuk
menetapkan kebijakan

dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan public

selanjutnya.

Alasan Pemilihan : Dalam rangka
mewujudkan tingkat kinerja masing-
masing

unit pelayanan instansi pemerintah,
juga dapat memberikan

kesempatan kepada masyarakat untuk
menilai secara

obyektif dan periodic terhadap
perkembangan unit pelayanan

public

Bagian
Organisasi

Bagian
Organisasi dan
seluruh UPP
(Unit
Penyelenggara
Pelayanan
Publik)
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Perhitungan atau penjelasan :Bobot
nilai rata-rata tertimbang=Jumlah
bobot/jumlah unsur

IKM = (Total dari Nilai Persepsi Per
Unsur/Total Unsur yang

terisi) x Nilai Penimbang
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BAB VIl
PENUTUP
Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, sekretariat daerah
merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan
keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Balangan.
Untuk rencana strategis Sekretariat Daerah merupakan dokumen yang sangat
penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi
Pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Balangan. Visi
Sekretariat daerah sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam
tujuan, sasaran, kebijkan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2026, serta
dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Dinas/Badan/lembaga Perangkat
Daerah. Rencana strategis Sekretariat Daerah akan dicapai apabila ada komitmen
dari seluruh unsur pimpinan pemerintah Daerah dan adanya sinergitas,
tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa
Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis
bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi
implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi.
Demikian semoga Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan
sampai dengan tahun 2026 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan

pelaksanaan kebijakan Pemerintah daerah.

“empipa U fama Madya ( IV/d )
NIP. 19760 199412 1 001
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RUMUSAN RANWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

Data Capaian

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Rencana Tahun 2021

Rencana Tahun 2022

Rencana Tahun 2023

Rencana Tahun 2024

Perkiraan Maju Tahun 2025

Perkiraan Maju Tahun 2026

No. Tujuan Srem Kode Rekening Progr s Indikator Kinerja Tujuan, .Sasaran, Program pada Tahun
dan Kegiatan (output) Awal
Perencanaan
Target Kebutuhan Target Kebutuhan Target Kebutuhan Target Kebutuhan Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Kinerja |dana/Pagu Indikatif | Kinerja |dana/Pagu Indikatif | Kinerja dana/Pagu Indikatif | Kinerja dana/Pagu Indikatif Kinerja dana/Pagu Indikatif Kinerja dana/Pagu Indikatif
Capaian (Rp.) Capaian (Rp.) Capaian (Rp.) Capaian (Rp.) Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
NILAI SAKIP B =66.04 B=68.4 BB =70.4 BB =724 BB=74.4 BB =76.4 BB =78.2
Me'l‘("'l‘gl'i‘t:'s"ya Indeks Pelayanan Publik - 3,01 (B) 3,40 (B) 3,51 (B) 3,80 (B) 3,91 (A) 4,01 (A)
Reformasi
o - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82.53 82.55 83.60 83.70 84.00 84.50 85.00
Birokrasi
Nilai EKPPD 3.5620 3.5750 3.5850 3.5900 3.5930 3.5970 3.6000
NILAI SAKIP B =66.04 B=68.4 BB =70.4 BB=724 BB=74.4 BB=76.4 BB =782
Meningkat Kualit Indeks Pelayanan Publik - 3,01 (B) 3,40 (B) 3,51 (B) 3,80 (B) 3,91 (A) 4,01 (A)
eningkatnya fuairas 53,582,335,066 45,611,126,715 48,973,901,851 53,851,558,311 58,347,180,992 63,246,138,318
Reformasi Birokrasi
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82.53 82.55 83.60 83.70 84.00 84.50 85.00
Nilai EKPPD 3.5620 3.5750 3.5850 3.5900 3.5930 3.5970 3.6000
Persentase kebijakan di bidang
Pengadministrasi Umum yang
PROGRAM PENUNJANG o q o p oleh SKPD 100 100 100 100 100 100 100
1 01 01 URUSAN PEMERINTAHAN (%) 32,557,855,566 26,472,390,015 28,315,422,916 31,146,965,207 33,385,923,565 35,795,186,149
DAERAH KABUPATEN/KOTA R -
Rat.a-rala.Capalar] Kln.er]a SKPD dan Unit 100 100 100 100 100 100 100
Kerja garis koordinasi (%)
Kegiatan : Perencanaan, Persentasi dokumen perencanaan,
1 01 01 2.01 F an, dan Evall dan i 100 100 242,093,000 100 119,247,000 100 125,209,350 100 137,730,285 100 151,503,314 100 166,653,645
Kinerja Perangkat Daerah daerah yang disampaikan tepat waktu (%)
Sub Kegiatan : Penyusunan P tasi dok Kat
1 01 | 01 | 2.01 | 01 |Dokumen Perencanaan Perangkat | o oo as' dokumen perencanaan perangka 100 100 181,207,000 100 83,487,000 100 87,661,350 100 96,427,485 100 106,070,234 100 116,677,257
Daerah daerah yang telah disampaikan tepat waktu (%)
g:: tesil:;inL;Kzz:Ig?I;:: Persentasi ketersediaan dokumen Laporan
2 01 01 2.01 06 |.. y. p .p n Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja 100 100 60,886,000 100 35,760,000 100 37,548,000 100 41,302,800 100 45,433,080 100 49,976,388
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD telah di ikan tepat waktu (%
Kinerja SKPD yang telah disampaikan tepat waktu (%)
. . . Cakupan Pelaksanaan Administrasi
Kegiatan : Administrasi N
2 01 01 2.02 Keuangan Perangkat Daerah sesuai 100 100 10,207,089,022 100 12,254,420,600 100 12,867,141,630 100 14,153,855,793 100 14,861,548,583 100 15,604,626,012
Keuangan Perangkat Daerah
ketentuan yang berlaku (%)
Sub Kegiatan : Peyediaan gaji dan Persentasi ASN yang terbayarkan gaji dan
3 01 01 2.02 | 01 tunian gn ASN' 4 el tunjangan sesuai ketentuan perundang- 100 100 9,690,426,122 100 12,138,976,100 100 12,745,924,905 100 14,020,517,396 100 14,721,543,265 100 15,457,620,429
Jang undangan (%)
Sub Kegiatan : Pelaksanaan
4 01 | 01 | 202 | o3 |Penatausahaandan Persentasi dokumen keuangan yang 100 100 486,218,000 100 81,530,000 100 85,606,500 100 94,167,150 100 98,875,508 100 103,819,283
Penguijian/Verifikasi Keuangan diverifikasi tepat waktu (%)
SKPD
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Persentasi Laporan Keuangan Akhir Tahun
5 01 01 2.02 | 05 [Penyusunan Laporan Keuangan . P 9 100 100 6,335,000 100 22,399,000 100 23,518,950 100 25,870,845 100 27,164,387 100 28,522,607
Akhir Tahun SKPD sesuai ketentuan perundang-undangan (%)




Sub Kegiatan : Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan

Persentasi Laporan Keuangan

6 01 01 2.02 | 07 ) Bulanan/Triwulanan/Semesteran sesuai 100 100 24,109,900 100 11,515,500 100 12,091,275 100 13,300,403 100 13,965,423 100 14,663,694
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
ketentuan perundang-undangan (%)
SKPD
A P ASN yang P
1 1 | 2. = Gl
3 0 0 05 P gkat Daerah |A . sesuai SOP 83,600,000 0 0 0 0 0
Sub Kegiatan : Pengadaan
7 01 01 | 2.05 | 02 [Pakaian Dinas Beserta Atribut 83,600,000 0 () () () ()
Kelengkapannya
Kegiatan : Admini: iUmum |Ci ini i umum
4 01 01 2.06 100 100 6,292,732,480 100 2,909,876,589 100 3,055,370,418 100 3,360,907,460 100 3,528,952,833 100 3,705,400,475
Perangkat Daerah (%)
Sub Kegiatan : Penyediaan Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan
8 01 01 2.06 01 [Komponen Instalasi Listrik/ bangunan kantor yang tersedia dan jaringan 0 1 300,000,000 1 200,000,000 1 210,000,000 1 231,000,000 1 242,550,000 1 254,677,500
Penerangan Bangunan Kantor listrik yang dapat terpenuhi cakupannya (Paket)
9 01 | 01 | 206 | 0z |[SubKegiatan: Penyediaan Persentasi ketersediaan Peralatan dan 100 100 2,244,821,000 100 163,190,000 100 171,349,500 100 188,484,450 100 197,908,673 100 207,804,106
Peralatan dan Perlengkapan Kantor|Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan (%)
Sub Kegiatan : Penyediaan Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga
10 01 01 2.06 | 03 Peralatan Rumah Tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekda (paket) 0 1 209,040,000 1 226,018,000 1 237,318,900 1 261,050,790 1 274,103,330 1 287,808,496
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan -
1" 01 01 2.06 | 04 Logistik Kantor Jumlah pelayanan logistik (bulan) 76 12 600,840,000 12 600,000,000 12 630,000,000 12 693,000,000 12 727,650,000 12 764,032,500
Sub Kegiatan : Penyediaan Jumlah pelayanan penyediaan barang cetakan
12 01 01 2.06 | 05 g . ! dan penggandaan dan pengadaan alat tulis 76 12 169,911,480 12 200,946,589 12 210,993,918 12 232,093,310 12 243,697,976 12 255,882,875
Barang Cetakan dan Penggandaan
kantor (bulan)
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan P tasi t I Rapat
13 01 01 [2.06 |09 |RapatKoordinasi dan Konsultasi |, C'ocrias! lerselenggaranya Rapa 12573 467 2,768,120,000 467 1,519,722,000 467 1,595,708,100 467 1,755,278,910 467 1,843,042,856 467 1,935,194,998
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD (OP)
Kegiatan : Pengadaan Barang Per sarana
5 01 01 2.07 Milik Daerah Penunjang Urusan |kantor lingkup Setda yang dapat dipenuhi 1,060,000,000 0 210,000,000 231,000,000 254,100,000 279,510,000
Pemerintahan Daerah cakupannya (%)
Sub Kegiatan : Pengadaan
14 01 | 01 | 207 | 01 |Kendaraan Perorangan Dinas atau | U™ah Pengadaan Kendaraan Perorangan 0 1 700,000,000 0 0 0 0 0
" Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (unit)
Kendaraan Dinas Jabatan
Sub Kegiatan : Pengadaan Jumiah P d Kend Di
15 01 | 01 | 207 | 02 |Kendaraan Dinas Operasional umiah "engadaan fiendaraan Uinas 0 12 360,000,000 9 0 6 210,000,000 6 231,000,000 6 254,100,000 6 279,510,000
Operasional atau Lapangan (unit)
atau Lapangan
g nRenverinaniizes Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
6 01 01 2.08 Penunjang Urusan . ‘ jang 12 12 4,388,109,241 12 3,205,357,650 12 3,365,625,533 12 3,702,188,086 12 4,072,406,894 12 4,479,647,584
H Pemerintahan Daerah (bulan)
Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Persentasi terbayarnya tagihan Jasa
16 01 01 2.08 | 02 [Komunikasi, Sumber Daya Air dan I varny 9 . L 100 100 2,405,915,891 100 1,881,684,300 100 1,975,768,515 100 2,173,345,367 100 2,390,679,903 100 2,629,747,893
Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (%)
17 01 | 01 | 208 | o3 |SubKegiatan: Penyediaan Jasa |Jumiah Sarpras kantor setda yang dapat 12 12 359,113,350 12 270,753,350 12 284,291,018 12 312,720,119 12 343,992,131 12 378,391,344
Peralatan dan Perlengkapan Kantor|dipenuhi cakupannya (bulan)
18 01 | 01 | 208 | o4 |SubKegiatan:Penyediaan Jasa Wakiu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 12 12 1,623,080,000 12 1,052,920,000 12 1,105,566,000 12 1,216,122,600 12 1,337,734,860 12 1,471,508,346
Pelayanan Umum Kantor Kantor (bulan)
Kegiatan : Pemeliharaan Barang |Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 01 2.09 Milik Daerah P j Urusan |F j Urusan Pemerintahan Daerah 12 12 5,704,455,223 12 5,042,340,376 12 5,294,457,395 12 5,823,903,134 12 6,406,293,448 12 7,046,922,792

Pemerintahan Daerah

(bulan)




Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya

Persentase Kendaraan Dinas Operasional

19 01 01 2.09 | 01 [Pemeliharaan dan Pajak n 100 100 1,177,482,000 100 1,021,083,000 100 1,072,137,150 100 1,179,350,865 100 1,297,285,952 100 1,427,014,547
" Layak Fungsi (%)
Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
20 01 | 01 | 2090 | op |SubKegiatan: Pemeliharaan Jumiah peralatan dan mesin yang dipefiharan 12 12 291,315,000 12 284,435,000 12 298,656,750 12 328,522,425 12 361,374,668 12 397,512,134
Peralatan dan Mesin Lainnya (bulan)
Sub Kegiatan : Persentase pemenuhan jasa pemeliharaan
21 01 01 2.09 | 09 [Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung P J p 100 100 2,382,382,723 100 2,393,255,932 100 2,512,918,729 100 2,764,210,601 100 3,040,631,662 100 3,344,694,828
. sarana dan prasarana gedung kantor (%)
Kantor dan Bangunan Lainnya
Sub Kegiatan :
2 01 | 01 | 209 | 10 |Femeiharaan/Renabiltasi Sarana |Persentase Sarana dan Prasarana gedung 100 100 1,089,147,500 100 1,026,786,500 100 1,078,125,825 100 1,185,938,408 100 1,304,532,248 100 1,434,985,473
dan Prasarana Gedung Kantor kantor/bangunan layak fungsi (%)
atau Bangunan Lainnya
Sub Kegiatan :
23 01 | 01 | 209 | 11 |Femeiharaan/Rehabiltasi Sarana Persentase Sarana dan Prasarana pendukung 100 100 764,128,000 100 316,779,944 100 332,618,941 100 365,880,835 100 402,468,919 100 442,715,811
dan Prasarana Pendukung Gedung |gedung kantor/bangunan layak fungsi (%)
Kantor atau Bangunan Lainnya
Kegiatan : Administrasi
7 o Per N . "
8 01 | o1 | 211 dan Op ; A yang dilayani 100 100 868,680,600 100 747,374,600 100 1,304,156,730 100 1,434,572,403 100 1,578,029,643 100 1,735,832,608
Kepala Daerah dan Wakil administrasi keuangannya
Kepala Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaaan gaii ersentase pelayaan penyediaan gaji dan
24 01 01 2.1 01 |dan tunjangan Kepala daerah dan o . pelay: peny gal 100 100 245,334,600 100 247,374,600 100 259,743,330 100 285,717,663 100 314,289,429 100 345,718,372
. tunjangan KDH dan WKDH (%)
wakil kepala daera
Sub Kegiatan : Penyediaan
Pakaian Dinas dan Atribut Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta
25 01 01 2.1 02 Kelengkapan Kepala Daerah dan  |kelengkapannya untuk KDH & WKDH (stel) 2 2 150,000,000 10 100,000,000 10 105,000,000 10 115,500,000 10 127,050,000 10 139,755,000
Wakil Kepala Daerah
Sub Kegiatan : Pelaksanaan jumlah pelayanan medical check up yan
26 01 | 01 | 211 | 03 |Medical Check Up Kepala Daerah [1me! PE'aY neck Up yang 0 2 0 2 0 4 400,000,000 4 440,000,000 4 484,000,000 4 532,400,000
N diberikan dalam 1 tahun (kali)
dan Wakil Kepala Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaaan dana Jumlah penyerapan Dana Operasional
27 01 01 2.1 04 |penunjang operasional kepala penyerap: P 100 100 473,346,000 100 400,000,000 100 539,413,400 100 593,354,740 100 652,690,214 100 717,959,235
? KDH/WKDH (%)
daerah dan wakil kepala daerah
Persentase SKPD yang memilil 0 16,66% (5 26,66% 33,33% 40% (12 50% (15 50% (15
kerja baik (SKPD) SKPD) (8 SKPD) (10 SKPD) SKPD) SKPD) SKPD)
Nilai laporan kinerja Pemda 10.58 12.06 12.8 13.52 14.26 15 15
9 01 01 213 Ki t: F O 1,323,480,000 925,927,200 972,223,560 1,069,445,916 1,176,390,508 1,294,029,558
Persentase SKPD dengan kualifikasi nilai 43,50 (41 SKPD) 33,33% (10 46,66% 63,33% 88,33% 100% (30 100% (30
SAKIP BB ’ SKPD) (14 SKPD) (19 SKPD) (25 SKPD) SKPD) SKPD)
Indeks kelembagaan 76.90 77.10 77.30 77.60 78.40 78.60 80.1
Persentase SKPD dengan dokumen 100% (30 SKPD 100% (30 100% (30 100% (30 100% (30 100% (30 100% (30
jabatan lengkap (anjab, abk evajab) o ) SKPD) SKPD) SKPD) SKPD) SKPD) SKPD)
Per SKPD yang tata 100% (41 SKPD) 100% (30 100% (30 100% 100% (30 100% (30 100% (30
laksana dengan baik ° SKPD) SKPD) (SKPD) SKPD) SKPD) SKPD)
bagian pada Setda yang 100% (9 Bagian) | 100% (@ 100% (9 100% (9 100% (9 100% (9 100% (9
nilai IKM baik ol gian) Bagian) Bagian) Bagian) Bagian) Bagian) Bagian)




Per SKPD (Unit F Publik) 80,48% (32 100% (30 100% (30 100% (30 100% (30 100% (30 100% (30
nilai IKM baik SKPD) SKPD) SKPD) SKPD) SKPD) SKPD) SKPD)
- p 100% (2 100% (2 100% (3 100% (3 100% (3 100% (3
Persentase SKPD dengan nilai IPP baik 0 SKPD) SKPD) SKPD) SKPD) SKPD) SKPD)
cvelons orgaisastupeke don i wges 7 v ® 7 ® ® v
28 01 | 01 | 213 | o1 |SubKegiatan: Pengelolaan 482,862,000 349,150,000 366,607,500 403,268,250 443,505,075 487,954,583
Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Jumlah SKPD yang memiliki dokumen jabatan 4 30 30 30 30 30 30
lengkap
Jumlah UPP dengan kriteria pelayanan publik o > > 3 3 3 3
baik
. — Jumlah UPP dengan nilai SKM baik 33 dari 41 SKPD 30 30 30 30 30 30
Sub Kegiatan : Fasilitasi
29 01 01 213 | 02 [Pelayanan Publik dan Tata . L ’ . . 223,120,000 . 326,060,200 . 342,363,210 . 376,599,531 . 414,259,484 . 455,685,433
Laksana Jumlah bagian dengan nilai SKM baik 9 Bagian 9 Bagian 9 Bagian 9 Bagian 9 Bagian 9 Bagian 9 Bagian
Jumiah SKPD yang menyusun SOP dengan 41 SKPD 30 SKPD 30 SKPD 30 SKPD 30 SKPD 30 SKPD 30 SKPD
baik dan sesuai aturan
Jumlah SKPD yang memiliki agen perubahan 0 5 SKPD 8 SKPD 10 SKPD 12 SKPD 20 SKPD 22 SKPD
30 01 | 01 | 213 | o3 |  SubKegiatan:Peningkatan .Jumiah SKPD yang memiliki nilai budaya kerja 0 5 SKPD 8 SKPD 10 SKPD 12 SKPD 15 SKPD 15 SKPD
Kinerja dan Reformasi Birokrasi |[baik
Jumlah SKPD yang menyusun laporan
pengukuran kinerja triwulan dengan baik 41 SKPD 30 SKPD 617,498,000 | 30 SKPD 250,717,000 | 30 SKPD 263,252,850 30 SKPD 289,578,135 30 SKPD 318,535,949 30 SKPD 350,389,543
Jumiah SKPD yang menyusun laporan kinerja 41 SKPD 30 SKPD 30 SKPD 30 SKPD 30 SKPD 30 SKPD 30 SKPD
tahunan dengan baik
J“T“'ah dokume.n LKIP yanng disusun dengan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
baik dan sesuai aturan
Per Kegiatan Kedil Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dilayani 100 100 100 100 100 100 100
(%)
Kegiatan : Pelaksanaan
10 01 01 214 Pelayanan Protokol dan persentase cakupan media informasi 2,387,616,000 1,267,846,000 1,331,238,300 1,464,362,130 1,610,798,343 1,762,073,475
K ikasi Pimpi A . ;
omunicast Himpinan ; publicyang ! 100 100 100 100 100 100 100
kegiatan pembangunan daerah di
Kabupaten Balangan (%)
Persentase Pelayanan Kegiatan Keprotokolan
31 01 01 2.14 | 01 [Fasilitasi Keprotokolan kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 100 100 1,100,995,000 100 661,153,000 100 694,210,650 100 763,631,715 100 839,994,887 100 923,994,375
(%)
Persentase pelayanan Bahan komunikasi
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan
32 01 01 214 02 [Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Penyampaian Informasi Penyelenggaraan 100 100 239,701,000 100 154,344,000 100 162,061,200 100 178,267,320 100 196,094,052 100 205,898,755
Pembangunan Daerah di Kabupaten Balangan
(%)
Persentase Pendokumentasian Kegiatan
33 01 01 2.14 | 03 [Pendokumentasian Tugas Pimpinan|Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala 100 100 1,046,920,000 100 452,349,000 100 474,966,450 100 522,463,095 100 574,709,405 100 632,180,345
Daerah
Persentase kebijakan di bidang
yong cimplementasikanitorapkan ooh i i i i i i i
PROGRAM PEMERINTAHAN o
2 01 02 DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SKPD (%) 19,638,398,000 17,934,266,900 19,165,480,145 21,062,294,435 23,154,728,891 25,463,770,780
Rat.a-rala.Capalar] Kln.er]a SKPD dan Unit 100 100 100 100 100 100 100
Kerja garis koordinasi (%)
9
XA T T ) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

secara sistematis dan data terisi lengkap




1aa

1 01 02 | 2.01 P;merin(ahan % Kecamatan dengan kualitas PATEN 1,129,470,000 418,776,000 632,874,000 708,095,040 798,360,288 906,678,586
e q 9 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
predikat Baik
.Iumla.h pilar batas daerah sesuai titik 50 10 15 20 20 20 20
koordinat
Jumlah laporan programvkerja dan
permasalahan yang ditindaklanjuti dan/atau 0 12 12 12 12 12 12
dimediasi
Sub Kegiatan : Penataan
34 01 02 | 2.01 01 Administrasi Pemerintahan Jumiah laporan kegiatan pelaksanaan 402,887,000 213,974,000 224,672,700 247,139,970 271,853,967 443,696,486
peringatan hari jadi Kabupaten Balangan,
Peringatan Hari Otonomi Daerah, dan 3 3 3 3 3 3 3
Peringatan HUT RI
35 Rata-rata skor pelayanan PATEN di Kecamatan 2,975 2,991 3.05 3.1 3.15 3.2 3.22
. " Jumlah Desa yang penamaan rupabumi sesuai
01 | 02 | 201 | oz |Fengelclaan Administrasi Ketentuan ® 6 379,124,000 8 105,355,000 8 110,622,750 8 121,685,025 8 133,853,528 8 147,238,880
Kewilayahan
Jumlah pllar.batas daerah yang dimonitoring 50 10 15 20 20 20 20
dan evaluasi
36 Jumiah SKPD yang Menyampaikan LPPD dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi LKPj tepat wakiu
01 02 | 2.01 03 347,459,000 99,447,000 104,419,350 114,861,285 126,347,414 138,982,155
Daerah Jumlah Laporna SPM yang disampaikan tepat
P yang disamp P 6 6 6 6 6 6 6
waktu
per iji bidang
12 rakyat yang tepat sasaran (%) 100 100 100 100 100 100 100
Kegiatan :
01 02 | 2.02 . O 17,489,277,000 16,994,412,200 17,844,132,810 19,628,546,091 21,591,400,700 23,750,540,770
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Persen(as(? Tempat Ibadah yang berfungsi 100 100 100 100 100 100 100
dengan baik (%)
persentase sarana peribadatan, sarana
pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan 100 100 100 100 100 100 100
Sub Kegiatan : Fasilitasi yang mendapat rekomendasi bantuan (%)
37 01 02 | 202 | 01 g " - 11,240,907,000 11,525,976,200 12,102,275,010 13,312,502,511 14,643,752,762 16,108,128,038
Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Jumlah permasalahan kerukunan keagamaan
yang dapat dirumuskan kebijakannya 0 1 1 1 1 1 1
(kebijakan)
Jumlah Organisasi keagamaan dan tempat
ibadah yang diberikan bantuan hibah 76 76 45 46 47 48 49
Sub Kegiatan : Pelaksanaan (organisasi)
Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian o o
38 01 02 | 2.02 | 02 Kinerja terkait Kesejahteraan Jumlah OrganlS?SI keagaméan .yang diberi 5 5 5,975,300,000 5 5,347,358,000 5 5,614,725,900 5 6,176,198,490 5 6,793,818,339 5 7,473,200,173
Sosial bantuan operasional (organisasi)
Jumlah bahan untuk perumusan kebijakan yang 0 > > > > > >
tepat sasaran
Sub Kegiatan : Pelaksanaan
39 01 02 202|03  |Kebiiakan, Evaluasi, dan Capaian | ;1) bahan untuk perumusan kebijakan 0 2 273,070,000 2 121,078,000 2 127,131,900 2 139,845,090 2 153,829,599 2 169,212,559
Kinerja terkait Kesejahteraan
Masyarakat
Persen(.ase Produk hukum yang berhasil di 100 100 100 100 100 100
harmonisasikan (%)
13 01 | 02 | 2.03 AR it ey LKL ° yang 100 949,422,000 100 468,577,700 100 633,347,285 100 665,014,649 100 698,265,382 100 733,178,651
Koordinasi Hukum terselesaikan (%)
tingkat kepuasan Layanan produk hukum
dan informasi hukum (%)
40 01 | 02 | 203 | o1 |SubKegiatan: Pasiltasi Persentase jumlah produk hukum daerah yang 500 100% 590,607,000 100% 321,256,000 100% 337,318,800 100% 371,050,680 100% 408,155,748 100% 448,971,323

Penyusunan Produk Hukum Daerah

difasilitasi sesuai SOP




Persentase penanganan kasus/pengaduan

41 ) o yang tertangani 4 100% 100% 100% 100% 100% 100%
01 | 02 | 203 | 02 ﬁ::u}:g'ata” + Fasilitasi Bantuan 200,865,000 55,866,000 58,659,300 64,525,230 70,977,753 78,075,528
Jumlah pelaporan RANHAM 3 3 3 3 3 3 3
Sub Kegiatan : Pendokumentasian |Jumlah Produk hukum Daerah yang
42 01 | 02 | 203 | 03 [Produk Hukum dan Pengelolaan  |didokumentasi / publikasikan dan dapat di 500 100% 157,950,000 100% 91,455,700 100% 96,028,485 100% 105,631,334 100% 116,194,467 100% 127,813,914
Informasi Hukum akses (Produk Hukum)
14 01 | 02 | 2.04 = e L s e O e s sopak ot Srasaa 2 70,229,000 2 52,501,000 2 55,126,050 2 60,638,655 2 66,702,521 2 73,372,773
Daerah daerah yang ditindaklanjuti
43 01 | 02 | 204 | 01 ;2%?;‘;:&9’;2:""“' Kerja j:’:r'z: 32E:”::rzeaiegzﬁ:a” Kerjasama 4 10 70,229,000 10 52,501,000 10 55,126,050 10 60,638,655 10 66,702,521 10 73,372,773
Persentase kebijakan di bidang
Per ian dan F yang 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%
i i i oleh SKPD
3 o1 | 03 PROSKEE;EB';E&;%":&“&'AN 1,386,081,500 1,204,469,800 1,492,998,790 1,642,298,669 1,806,528,536 1,987,181,389
i::;‘;’;;‘:i:z';z:";ng's"f”a SKRDdanle 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%
15 01 | 03 | 2.01 zzg:?::" ::r':';z:';‘;’l:n sektor p fan yang 0 80% 291,785,000 80% 374,945,000 80% 443,692,250 90% 488,061,475 90% 536,867,623 100% 590,554,385
g berhasil ditindaklanjuti oleh SKPD terkait (%)
:i‘;il'}f;ig;:nl\:llsr?i?or::az;n Jumlah laporan kebijakan pengelolaan BUMD
44 01 | 03 [ 201 | 01 |20 - i Kebiakan Per?gelolaan /BLUD yang direalisasikan dan laporan oleh 0 4 141,449,000 4 42,196,000 4 44,305,800 4 48,736,380 4 53,610,018 4 58,971,020
BUMD dan BLUD BUMD /BLUD
45 01 | 03| 201 | 02 g:’;ﬁ)ﬁiﬁ;ﬁe"r;;?;gmei’;:a"a” dan (Jj:’:r'z: aporan analisis pengendalian inflasi 0 4 132,836,000 4 136,831,000 4 143,672,550 4 158,039,805 4 173,843,786 4 191,228,164
46 o1 | 03| 201] 03 g:ﬁgﬁ?g::Eki:gemﬁc&'l’;ink:: Jumlah laporan pengawasan ekonomi mikro 0 1 17,500,000 1 79,039,000 1 82,990,950 1 91,290,045 1 100,419,050 1 110,460,954
Sub Kegiatan : Koordinasi, Jumlah laporan koordinasi,sinkronisasi
47 01 | 03 | 201 | 04 [sinkronisasi dan evaluasi valiasi pendirian BLUD ' 0 0 0 0 0 1 50,000,000 1 55,000,000 1 60,500,000 1 66,550,000
kebijakan pembentukan BLUD P
Sub Kegiatan : Koordinasi, Jumlah laporan koordinasi,sinkronisasi
01 | 03 | 201 | 05 [Sinkronisasi dan Evaluasi valiasi pendirian BUMD. ' 0 0 0 1 116,879,000 1 122,722,950 1 134,995,245 1 148,494,770 1 163,344,246
Kebijakan Pendirian BUMD P
Per | arahan
16 yang ditindaklanjuti (%) 100 100 100 100 100 100 100
.
o1 [ 03 | 2.02 . 510,176,000 244,428,800 256,650,240 282,315,264 310,546,790 341,601,469
asi ¥ Per temuan monitoring dan
evaluasi program pembangunan daerah 100 100 100 100 100 100 100
yang ditindaklanjuti (%)
Sub Kegiatan : Fasilitasi Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja SKPD
48 01 03 2.02 01 [Penyusunan Program berdasarkan Gakor Asisten yang menjadi 0 4 194,065,000 4 91,987,000 4 96,586,350 4 106,244,985 4 116,869,484 4 128,556,432
Pembangunan bahan rakor (laporan)
49 01 | 03 | 202 | 02 ::gh}f:g';trao';::';geem”s::zzrf:n” ;:gf:a:‘:;’;T;:;L‘;z:gi’}f:{'}'j;n) 0 4 254,591,000 4 88,408,900 4 92,829,345 4 102,112,280 4 112,323,507 4 123,555,858
Sub Kegiatan : Pengelolaan Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan
50 01 03 2.02 03 [Evaluasi dan Pelaporan program pembangunan daerah yang 0 4 61,520,000 4 64,032,900 4 67,234,545 4 73,958,000 4 81,353,799 4 89,489,179
Pelaksanaan Pembangunan disampaikan tepat waktu (laporan)
17 o1 [ 03 | 2.03 F Sistem F (%) 0 80 80 100 100 100 100
i : Tingkat Kematangan UKPBJ level proaktif
Kegiatan : Pengelolaan 9 9 B 66 66 499,504,500 7 548,390,000 88 575,809,500 88 633,390,450 100 696,729,495 100 766,402,445

Pengadaan Barang dan Jasa

(%)




Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ (%) 0 20 50 50 50 50 50
51 01 03 |203 |01 |SubKegiatan: Pengelolaan Persentase pengadaan melalui PBJ yang 100 100 200,000,000 100 182,150,000 100 191,257,500 100 210,383,250 100 231,421,575 100 254,563,733
Pengadaan Barang dan Jasa selesai (%)
Sub Kegiatan : Pengelolaan -
52 01 | 03 | 2.03 | 02 |Layanan Pengadaan secara Egzse:/“ase Pemanfaatan aplikasi SPSE dalam 0 10 189,504,500 20 168,750,000 30 177,187,500 40 194,906,250 50 214,396,875 60 235,836,563
Elektronik (%)
Sub Kegiatan : Pembinaan dan . n
53 01 |03 [2.03 |03 |Advokasi Pengadaan Barang dan (J;:;:?; SDMPBJ yang memiliki kompetensi 0 5 110,000,000 6 197,490,000 9 207,364,500 9 228,100,950 9 250,911,045 10 276,002,150
Jasa
Kegiatan : P Per per yang berhasil 5 5 5 5 5
18 01 | 03 | 2.04 OO SR AT |FTe T oe G (T E Lo () 0 0 84,616,000 20% 36,706,000 20% 216,846,800 20% 238,531,480 20% 262,384,628 20% 288,623,091
Sub Kegiatan : Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Evaluasi Jumiah permasalahanyang
54 01 | 03| 204 | 01 y can berhasildiidentifikasi pada Pertanian, 0 0 0 0 0 1 62,500,000 1 68,750,000 1 75,625,000 1 83,187,500
Kebijakan Pertanian, Kehutanan, .
. Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Kelautan dan Perikanan
Sub Kegiatan : Koordinasi, Jumla.h llr.‘ld?k Ianjyt re.komendasl hz.asll
Sinkronisasi. dan Evaluasi koordinasi,sinkronisasi dan evaluasi
54 01 | 03 | 204 | 02 T ’ pelaksanaan kebijakan sektor pertambangan 0 1 84,616,000 1 36,706,000 1 88,846,800 1 97,731,480 1 107,504,628 1 118,255,001
Kebijakan Pertambangan dan . N "
) . dan lingkungan hidup pada SKPD terkait
Lingkungan Hidup B
(rekomendasi)
Sub Kegiatan : Koordinasi, iumlsh tlﬁd?kklan].u‘ re.k;)mendalsl h?S”
54 01 | 03 | 2.04 | 03 [Sinkronisasi, dan Evaluasi oordinast,sinkronisast dan evaluast 0 0 0 0 0 1 65,500,000 1 72,050,000 1 79,255,000 1 87,180,500

Kebijakan Energi dan Air

pelaksanaan kebijakan sektor Energi dan Air
yang telah di selesaikan

Jumlah Pagu

53,582,335,066

45,611,126,715

48,973,901,851

53,851,558,311

58,347,180,992

63,246,138,318




Kabupaten

o Asisten Balangan

186,530,143,418 Administrasi

Umum

Kabupaten
o Balangan
100 671,530,325 Kasubbag Kabupaten
Keuangan Balangan
100 270,906,268 Kasubbag Kabupaten
Keuangan Balangan
100 78,775,008,216 Kabupaten
Balangan
100 950,216,440 Kabupaten
Balangan
100 133,810,789 Kabupaten

Balangan




89,646,194

Kabupaten
Balangan

6 1,438,227,500 Kabupaten
Balangan

100 3,173,557,729 Kabupaten
Balangan

6 1,495,339,515 Kabupaten
Balangan

72 4,015,522,500 Kabupaten
Balangan

72 1,313,526,148 Kabupaten
Balangan

2802 11,417,066,864 Kabupaten
Balangan

700,000,000

Kabupaten
Balangan

1,334,610,000

Kabupaten
Balangan

100 13,457,141,869 Kabupaten
Balangan
72 1,949,261,312 Kabupaten
Balangan
72 7,806,931,806 Kabupaten

Balangan




Kabupaten

100 7,174,353,513
Balangan
72 1,961,815,977 Kabupaten
Balangan
100 16,438,094,474 Kabupaten
Balangan
100 7,119,515,954 Kabupaten
Balangan
100 2,624,592,450 Kabupaten
Balangan
100 7,668,646,584 Bagian Umum | K@bupaten
Balangan
100 1,698,177,995 subbag Keuangan Kabupaten
Balangan
Subbag
52 737,305,000 perlengkapan dan | Kabupaten
Balangan
rumah tangga
Subbag
20 1,856,400,000 perlengkapan dan | K@bupaten
Balangan
rumah tangga
100 3,376,763,589 subbag Keuangan | ‘apupaten
Balangan
50% (15
SKPD)
15
6,761,496,742  |Bagian Organisasi| 'ouPaten
Balangan
100% (30
SKPD)
80.1
100% (30
SKPD)
100% (30
SKPD)
100% (9

Bagian)




100% (30

SKPD)
100% (3
SKPD)
37 Kabupaten
Balangan
2,533,437,408
30 Kabupaten
Balangan
Kabupaten
3
Balangan
30 Kabupaten
Balangan
2,138,087,858
9 Bagian Kabupaten
Balangan
30 SKPD Kabupaten
Balangan
22 SKPD Kabupaten
Balangan
15 SKPD Kabupaten
Balangan
Kabupaten
30 SKPD 2,089,971,477 Balangan
30 SKPD Kabupaten
Balangan
1 Dokumen Kabupaten
Balangan
100 Kabupaten
Balangan
9,823,934,248
100 Kabupaten
Balangan
100 4,983,979,627 Kasubbag Protokol | 2Pupaten
Balangan
Kasubbag
100 1,136,366,327 Komunikasi Kabupaten
s Balangan
Pimpinan
Kasubbag
100 3,703,588,294 Dokumentasi Kabupaten
- Balangan
Pimpinan
100 Asisten Kabupaten
Pemerintahan Balangan
126,418,939,150 dan
Kesejanteraan
Rakyat
Kabupaten
100
Balangan
100% Kabupaten

Balangan

9.82E+09

1.066E+09 418746000

439683300

461667465 484750838 508988380



4,594,253,914

bagian

Pemerintahan Kabupaten
9
100% Balangan
105 Kabupaten
Balangan
72 Kabupaten
Balangan
Kasubbag.
1,804,224,123 Administrasi
1 Pemerintahan Kabupaten
Balangan
Kabupaten
3.22 Balangan
46 Kasubbag. Kabupaten
997,879,183 Administrasi Balangan
Kewilayahan
105 Kabupaten
Balangan
Kabupaten
9
100% Kasubbag. Balangan
931,516,203 Kerjasama dan
5 Otonomi Daerah Kabupaten
Balangan
100 Kabupaten
Kabag Balangan
117,298,309,571 Kesej
100 Rakyat Kabupaten
Balangan
Kabupaten
100 Balangan
78,933,541,521 Kasubbag Bina
Mental spritual
1 Kabupaten
Balangan
Kabupaten
49 Balangan
kasubbag
5 37,380,600,902 kesejahteraan Kabupaten
sosial Balangan
12 Kabupaten
Balangan
kasubbag
12 984,167,148 kesejahteraan Kabupaten
Balangan
Masyarakat
100 Kabupaten
Balangan
Kabag Hukum
100 4,147,805,667 REfmprn
Balangan
Kabupaten
Balangan
Kasubbag
100% 2,477,359,551 Perundang- Kabupaten
Balangan

Undangan




Kabupaten

100% Balangan
528,968,811 Kasubbag Bantuan
Hukum
15 Kabupaten
Balangan
Kasubbag
100% 695,073,899 Dokumentasi dan Kabupaten
n Balangan
Informasi
12 378,569,998 Kabag Kabupaten
Pemerintahan Balangan
Kasubbag.
60 378,569,998 Kerjasama dan Kg:;zat::
Otonomi Daerah 9
100%
’ Asisten o
9,519,558,684 Perekonomian & upaen
Balangan
Pembangunan
100%
100% 2,725,905,732 Kabupaten
Balangan
24 389,268,218 Kabupaten
Balangan
24 936,451,305 Kabupaten
Balangan
6 481,699,999 Kabupaten
Balangan
4 232,050,000 Kabupaten
Balangan
5 686,436,211 Kabupaten
Balangan
100 Kabupaten
Bagian Balangan
1,945,718,564 Administrasi
100 Pembangunan
Subbbag
24 734,309,250 Penyusunan Kabupaten
Balangan
Program
Subbag
24 773,820,890 Pengendalian Kabupaten
Balangan
Program
24 437,588,423 Subbag Evaluasi Kabupaten
dan Pelaporan Balangan
100
100 3,720,226,390 Setda Kab.

Kabag Pbj

Balangan




100 1,269,776,058 Kabupaten
Balangan
60 1,180,581,688 Kabupaten
Balangan
10 1,269,868,645 Kabupaten
Balangan
4 290,062,500 Kabupaten
Balangan
6 533,659,999 Kabupaten
Balangan
4 303,985,500 Kabupaten
Balangan
322,468,641,253

























RUMUSAN RANWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

Data Capaian

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Rencana Tahun 2021

Rencana Tahun 2022

Rencana Tahun 2023

Rencana Tahun 2024

Perkiraan Maju Tahun 2025

Perkiraan Maju Tahun 2026

No. Tujuan Srem Kode Rekening Progr s Indikator Kinerja Tujuan, .Sasaran, Program pada Tahun
dan Kegiatan (output) Awal
Perencanaan
Target Kebutuhan Target Kebutuhan Target Kebutuhan Target Kebutuhan Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Kinerja dana/Pagu Indikatif | Kinerja | dana/Pagu Indikatif | Kinerja dana/Pagu Indikatif Kinerja dana/Pagu Indikatif Kinerja dana/Pagu Indikatif Kinerja dana/Pagu Indikatif
Capaian (Rp.) Capaian (Rp.) Capaian (Rp.) Capaian (Rp.) Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
NILAI SAKIP B =66.04 B=68.4 BB =70.4 BB =724 BB=74.4 BB =76.4 BB =78.2
Me'l‘("'l‘gl'i‘t:'s"ya Indeks Pelayanan Publik - 3,01 (-B) 3,40 (-B) 3,51 (B) 3,80 (B) 4,01 (-A) 4,91 (A)
Reformasi
o - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82.53 82.55 83.60 83.70 84.00 84.50 85.00
Birokrasi
Nilai EKPPD 3.5620 3.5750 3.5850 3.5900 3.5930 3.5970 3.6000
NILAI SAKIP B =66.04 B=68.4 BB =70.4 BB =724 BB=74.4 BB =76.4 BB =78.2
Meninakatnva Kualit Indeks Pelayanan Publik s 3,01 (-B) 3,40 (-B) 3,51 (B) 3,80 (B) 4,01 (-A) 4,91 (A)
A ELET LA 31,286,976,214 25,506,201,976 28,009,876,925 29,760,762,817 32,614,792,166 35,762,156,751
Reformasi Birokrasi
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82.53 82.55 83.60 83.70 84.00 84.50 85.00
Nilai EKPPD 3.5620 3.5750 3.5850 3.5900 3.5930 3.5970 3.6000
Persentase kebijakan di bidang
Pengadministrasi Umum yang
PROGRAM PENUNJANG o q o p oleh SKPD 100 100 100 100 100 100 100
1 01 01 URUSAN PEMERINTAHAN (%) 10,948,446,714 6,695,846,976 7,696,198,775 8,346,200,432 9,061,202,256 9,847,704,261
DAERAH KABUPATEN/KOTA R -
Rat.a-rala.Capalar] Kln.er]a SKPD dan Unit 100 100 100 100 100 100 100
Kerja garis koordinasi (%)
Kegiatan : Perencanaan, Persentasi dokumen perencanaan,
1 01 01 2.01 F an, dan Evall dan i 100 100 242,093,000 100 119,247,000 100 125,209,350 100 137,730,285 100 151,503,314 100 166,653,645
Kinerja Perangkat Daerah daerah yang disampaikan tepat waktu (%)
Sub Kegiatan : Penyusunan P tasi dok Kat
1 01 | 01 | 2.01 | 01 |Dokumen Perencanaan Perangkat | o oo as' dokumen perencanaan perangka 100 100 181,207,000 100 83,487,000 100 87,661,350 100 96,427,485 100 106,070,234 100 116,677,257
Daerah daerah yang telah disampaikan tepat waktu (%)
g:: tesil:;inL;Kzz:Ig?I;:: Persentasi ketersediaan dokumen Laporan
2 01 01 2.01 06 |.. y. p .p n Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja 100 100 60,886,000 100 35,760,000 100 37,548,000 100 41,302,800 100 45,433,080 100 49,976,388
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD telah di ikan tepat waktu (%
Kinerja SKPD yang telah disampaikan tepat waktu (%)
Kegiatan : Administrasi Cakupan Pelaksanaan Administrasi
2 01 01 | 2.02 9 . Keuangan Perangkat Daerah sesuai 100 100 10,168,209,022 100 12,254,420,600 100 12,867,141,630 100 14,153,855,793 100 15,569,241,372 100 17,126,165,510
Keuangan Perangkat Daerah
ketentuan yang berlaku (%)
Sub Kegiatan : Peyediaan gaji dan Persentasi ASN yang terbayarkan gaji dan
3 01 01 2.02 01 tunian gn ASN' 4 el tunjangan sesuai ketentuan perundang- 100 100 9,690,426,122 100 12,138,976,100 100 12,745,924,905 100 14,020,517,396 100 15,422,569,135 100 16,964,826,049
lang undangan (%)
Sub Kegiatan : Pelaksanaan
4 01 | 01 | 202 | o3 |Penatausahaandan Persentasi dokumen keuangan yang 100 100 447,338,000 100 81,530,000 100 85,606,500 100 94,167,150 100 103,583,865 100 113,942,252
Penguijian/Verifikasi Keuangan diverifikasi tepat waktu (%)
SKPD
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Persentasi Laporan Keuangan Akhir Tahun
5 01 01 2.02 05 |Penyusunan Laporan Keuangan . P 9 100 100 6,335,000 100 22,399,000 100 23,518,950 100 25,870,845 100 28,457,930 100 31,303,722
Akhir Tahun SKPD sesuai ketentuan perundang-undangan (%)




Sub Kegiatan : Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan

Persentasi Laporan Keuangan

6 01 01 2.02 07 . Bulanan/Triwulanan/Semesteran sesuai 100 100 24,109,900 100 11,515,500 100 12,091,275 100 13,300,403 100 14,630,443 100 16,093,487

Bulanan/Triwulanan/Semesteran
ketentuan perundang-undangan (%)
SKPD
A P ASN yang P
1 1 | 2. =

3 0 0 05 P Daerah |A " sesuai SOP 83,600,000 () 0 0 0 0
Sub Kegiatan : Pengadaan

7 01 01 | 2.05 | 02 [Pakaian Dinas Beserta Atribut 83,600,000 () () () () 0
Kelengkapannya

4 01 | 01 | 206 B e 100 100 6,241,052,480 100 2,900,876,589 100 3,055,370,418 100 3,360,907,460 100 3,696,998,206 100 4,066,698,027
Perangkat Daerah (%)
Sub Kegiatan : Penyediaan Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan

8 01 01 2.06 01 [Komponen Instalasi Listrik/ bangunan kantor yang tersedia dan jaringan listrik 0 3 300,000,000 2 200,000,000 2 210,000,000 2 231,000,000 2 254,100,000 2 279,510,000
Penerangan Bangunan Kantor yang dapat terpenuhi cakupannya (Paket)

9 01 | 01 | 206 | 0z |[SubKegiatan: Penyediaan Persentasi ketersediaan Peralatan dan 100 100 2,244,821,000 100 163,190,000 100 171,349,500 100 188,484,450 100 207,332,895 100 228,066,185
Peralatan dan Perlengkapan Kantor|Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan (%)

10 01 | 01 | 206 | o3 |SubKegiatan: Penyediaan Jumla pengadaan pefalatan fumah tangga 0 1 209,040,000 1 226,018,000 1 237,318,900 1 261,050,790 1 287,155,869 1 315,871,456
Peralatan Rumah Tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekda (paket)
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan -

1 01 01 2.06 04 Logistik Kantor Jumlah pelayanan logistik (bulan) 76 12 600,840,000 12 600,000,000 12 630,000,000 12 693,000,000 12 762,300,000 12 838,530,000
Sub Kegiatan : P di Jumlah pelayanan penyediaan barang cetakan

12 01 | 01 | 206 | o5 |2U°Fegatan:Fenyediaan dan penggandaan dan pengadaan alat tulis kantor 76 12 169,911,480 12 200,946,589 12 210,993,918 12 232,003,310 12 255,302,641 12 280,832,905
Barang Cetakan dan Penggandaan (bulan)
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Persentasi terselenggaranya Rapat Koordinasi

13 01 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan Konsultasi . £8 . P 12573 467 2,716,440,000 467 1,519,722,000 467 1,595,708,100 467 1,755,278,910 467 1,930,806,801 467 2,123,887,481
SKPD dan Konsultasi SKPD (OP)
Kegiatan : Pengadaan Barang Per sarana

5 01 01 2.07 Milik Daerah Penunjang Urusan |kantor lingkup Setda yang dapat dipenuhi 1,060,000,000 0 210,000,000 231,000,000 254,100,000 279,510,000
Pemerintahan Daerah cakupannya (%)

14 0 1 700,000,000 0 0 0 0 0

15 0 12 360,000,000 9 0 6 210,000,000 6 231,000,000 6 254,100,000 6 279,510,000
Kegiatan : Penyediaan Jasa | penyediaan Jasa Penunjang Urusan

6 01 01 | 2.08 Penunjang Urusan . U 1 12 12 4,388,109,241 12 3,205,357,650 12 3,365,625,533 12 3,702,188,086 12 4,072,406,894 12 4,479,647,584

4 Pemerintahan Daerah (bulan)

Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Persentasi terbayarnya tagihan Jasa

16 01 01 2.08 02 |Komunikasi, Sumber Daya Air dan - vamy . il () 100 100 2,405,915,891 100 1,881,684,300 100 1,975,768,515 100 2,173,345,367 100 2,390,679,903 100 2,629,747,893
Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (%)

17 01 | 01 | 208 | o3 |SubKegiatan: Penyediaan Jasa |Jumiah Sarpras kantor setda yang dapat dipenuhi 12 12 359,113,350 12 270,753350| 12 284,291,018 12 312,720,119 12 343,992,131 12 378,391,344
Peralatan dan Perlengkapan Kantor|cakupannya (bulan)

18 01 | 01 | 208 | o4 [SubKediatan:Penyediaan Jasa |Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 12 1,623,080,000 12 1,052,920000 12 1,105,566,000 12 1,216,122,600 12 1,337,734,860 12 1,471,508,346
Pelayanan Umum Kantor (bulan)
Kegiatan : Pemeliharaan Barang |Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah

7 01 01 | 2.09 Milik Daerah F j Urusan |F j Urusan Pemerintahan Daerah 12 12 5,704,455,223 12 5,042,340,376 12 5,294,457,395 12 5,823,903,134 12 6,406,293,448 12 7,046,922,792

Pemerintahan Daerah

(bulan)




Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya

Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak

19 01 | 01 | 209 | 01 |Pemeliharaan dan Pajak Fungst (% 100 100 1,177,482,000 100 1,021,083,000| 100 1,072,137,150 100 1,179,350,865 100 1,297,285,952 100 1,427,014,547
Kendaraan Perorangan Dinas atau gst (%
Kendaraan Dinas Jabatan
20 01 | o1 | 209 | 06 g:?aﬁigf;aﬁ";“j:;::'_zal;isz f;'m;:' peralatan dan mesin yang dipelinaran 12 12 291,315,000 12 284435000 12 298,656,750 12 328,522,425 12 361,374,668 12 397,512,134
Sub Kegiatan : Persentase pemenuhan jasa pemeliharaan
21 01 | 01 | 200 | 09 |Pemelinaraan/Rehabiltasi Gedung | > 2% prasarana e’ o pkantor o 100 100 2,382,382,723 100 2,393255932| 100 2,512,918,729 100 2,764,210,601 100 3,040,631,662 100 3,344,694,828
Kantor dan Bangunan Lainnya P gedung ”
Sub Kegiatan :
22 01 | o1 | 209 | 10 Sj,TS'r'Z;fZ:;RgZZS:f;;,if,’f”a ::;i::z:i;a;::f;yj:: ::;:i'a(;a; gedung 100 100 1,089,147,500 100 1,026,786,500 100 1,078,125,825 100 1,185,938,408 100 1,304,532,248 100 1,434,985,473
3
atau Bangunan Lainnya
Sub Kegiatan :
23 01 | o1 | 209 | 11 g::g':z::::f:::gﬂ:&z SGaerj::g gzzergizenif/':;i;j:a:ﬁ Syz’s:jn:in(f;)k“ng 100 100 764,128,000 100 316,779,944 100 332,618,941 100 365,880,835 100 402,468,919 100 442,715,811
3
Kantor atau Bangunan Lainnya
Kegiatan : Administrasi
Ki dan Op F yang dilayani
8 01 01 211 Kepala Daerah dan Wakil Il N 100 100 868,680,600 100 747,374,600 100 1,304,156,730 100 1,340,631,063 100 1,380,752,829 100 1,424,886,772
Kepala Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaaan gaji ersentase pelayaan penyediaan gaji dan
24 01 | 01 | 2111 | 01 |dan tunjangan Kepala daerah dan tp * K’;H ; W’;Dﬂ " &l 100 100 245,334,600 100 247,374,600 100 259,743,330 100 285,717,663 100 314,289,429 100 345,718,372
wakil kepala daera unjangan an %)
Sub Kegiatan : Penyediaan
25 01 | o1 | 211 | 02 Ezgg:ﬁzg:;ss;:gs:‘rah dan iir"::‘;kzz;iiizau”nfj:?;:1”;?(3??;:') 2 2 150,000,000 10 100,000,000 10 105,000,000 10 115,500,000 10 127,050,000 10 139,755,000
Wakil Kepala Daerah
Sub Kegiatan : Pelaksanaan umlah pelayanan medical check up yan,;
26 01 | 01 [ 211 | 03 |Medical Check Up Kepala Daerah [|/"%1P= &Vanan Bee €8 € 1eic oy € 0 2 0 2 0 4 400,000,000 4 400,000,000 4 400,000,000 4 400,000,000
dan Wakil Kepala Daerah iberikan dalam 1 tahun (kali)
Sub Kegiatan : Penyediaaan dana Jumlah penyerapan Dana Operasional
27 01 | 01 | 2111 | 04 |penunjang operasional kepala oy /WED}X (D/)p P 100 100 473,346,000 100 400,000,000 100 539,413,400 100 539,413,400 100 539,413,400 100 539,413,400
daerah dan wakil kepala daerah N
Persentase SKPD yang memili 0 16,66% (5 26,66% 33,33% 40% (12 50% (15 50% (15
kerja baik (SKPD) SKPD) (8 SKPD) (10 SKPD) SKPD) SKPD) SKPD)
Nilai laporan kinerja Pemda 10.58 12.06 12.8 13.52 14.26 15 15
9 01 | 01 | 243 Kegiatan : F o 1,323,480,000 925,927,200 972,223,560 1,020,834,738 1,071,876,475 1,125,470,299
Persentase SKPD dengan kualifikasi nilal | o 201 sycpp [33,33% (10 46,66% 63,33% 88,33% 100% (30 100% (30
SAKIP BB : SKPD) (14 SKPD) (19 SKPD) (25 SKPD) SKPD) SKPD)
Indeks kelembagaan 76.90 77.10 77.30 77.60 78.40 78.60 80.1
Persentase SKPD dengan dokumen 100% (30 SKpD) | 100% (30 100% (30 100% (30 100% (30 100% (30 100% (30
jabatan lengkap (anjab, abk evajab) o ) SKPD) SKPD) SKPD) SKPD) SKPD) SKPD)
Per SKPD yang tata | 1009 (41 skpp) | 190% (30 100% (30 100% 100% (30 100% (30 100% (30
laksana dengan baik ° SKPD) SKPD) (SKPD) SKPD) SKPD) SKPD)
bagian pada Setda yang 100% (9 Bagian) | 100% (@ 100% (9 100% (9 100% (9 100% (9 100% (9
nilai IKM baik ol gian) Bagian) Bagian) Bagian) Bagian) Bagian) Bagian)




Per SKPD (Unit F Publik) 80,48% (32 100% (30 100% (30 100% (30 100% (30 100% (30 100% (30
nilai IKM baik SKPD) SKPD) SKPD) SKPD) SKPD) SKPD) SKPD)
- p 100% (2 100% (2 100% (3 100% (3 100% (3 100% (3
Persentase SKPD dengan nilai IPP baik 0 SKPD) SKPD) SKPD) SKPD) SKPD) SKPD)
evaluas organisas wpolel o uraian 0gss 37 37 3 37 3 3 37
28 o1 | 01 | 213 | o1 |SubKegiatan: Pengelolaan 482,862,000 349,150,000 366,607,500 384,937,875 404,184,769 424,394,007
Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Jumlah SKPD yang memiliki dokumen jabatan 4 30 30 30 30 30 30
lengkap
Jumlah UPP dengan kriteria pelayanan publik o > > 3 3 3 3
baik
. I Jumlah UPP dengan nilai SKM baik 33 dari 41 SKPD 30 30 30 30 30 30
Sub Kegiatan : Fasilitasi
29 01 01 213 | 02 [Pelayanan Publik dan Tata 223,120,000 326,060,200 342,363,210 359,481,371 377,455,439 396,328,211
Laksana Jumlah bagian dengan nilai SKM baik 9 Bagian 9 Bagian 9 Bagian 9 Bagian 9 Bagian 9 Bagian 9 Bagian
Jumiah SKPD yang menyusun SOP dengan 41 SKPD 30 SKPD 30 SKPD 30 SKPD 30 SKPD 30 SKPD 30 SKPD
baik dan sesuai aturan
Jumlah SKPD yang memiliki agen perubahan 0 5 SKPD 8 SKPD 10 SKPD 12 SKPD 20 SKPD 22 SKPD
30 ;:?:ah SKPD yang memiliki nilai budaya kerja 0 5 SKPD 8 SKPD 10 SKPD 12 SKPD 15 SKPD 15 SKPD
Sub Kegiatan : Peningkatan  [Jumiah SKPD yang menyusun laporan 41 SKPD 30 SKPD 30 SKPD 30 SKPD 30 SKPD 30 SKPD 30 SKPD
01 01 213 | 03 Kinerja dan Reformasi Birokrasi pengukuran kinerja triwulan dengan baik 617,498,000 250,717,000 263,252,850 276,415,493 290,236,267 304,748,080
Jumiah SKPD yang menyusun laporan kinerja 41 SKPD 30 SKPD 30 SKPD 30 SKPD 30 SKPD 30 SKPD 30 SKPD
tahunan dengan baik
J“T“'ah dokume.n LKIP yanng disusun dengan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
baik dan sesuai aturan
Per Kegiatan Kedil Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dilayani 100 100 100 100 100 100 100
(%)
Kegiatan : Pelaksanaan
10 01 | 01 | 214 Pelayanan Protokol dan persentase cakupan media informasi 2,387,616,000 1,267,846,000 1,331,238,300 1,397,800,215 1,467,690,226 1,541,074,737
K ikasi Pimpi i * .
SRl " publik yang ! 100 100 100 100 100 100 100
kegiatan pembangunan daerah di
Kabupaten Balangan (%)
Persentase Pelayanan Kegiatan Keprotokolan
31 01 01 2.14 | 01 [Fasilitasi Keprotokolan kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 100 100 1,100,995,000 100 661,153,000 100 694,210,650 100 728,921,183 100 765,367,242 100 803,635,604
(%)
Persentase pelayanan Bahan komunikasi
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan
32 01 01 214 02 [Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Penyampaian Informasi Penyelenggaraan 100 100 239,701,000 100 154,344,000 100 162,061,200 100 170,164,260 100 178,672,473 100 187,606,097
Pembangunan Daerah di Kabupaten Balangan
(%)
Persentase Pendokumentasian Kegiatan
33 01 01 2.14 | 03 [Pendokumentasian Tugas Pimpinan|Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala 100 100 1,046,920,000 100 452,349,000 100 474,966,450 100 498,714,773 100 523,650,511 100 549,833,037
Daerah
Persentase kebijakan di bidang
ang dimplomentasikanitorapkan oleh L L L L i L i
PROGRAM PEMERINTAHAN o
2 01 02 DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SKPD (%) 18,952,448,000 17,605,885,200 18,820,679,360 19,805,290,669 21,794,775,479 23,991,710,296
Rat.a-rala.Capalar] Kln.er]a SKPD dan Unit 100 100 100 100 100 100 100
Kerja garis koordinasi (%)
9
XA T T ) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

secara sistematis dan data terisi lengkap




1aa

1 01 02 | 2.01 P;merin(ahan % Kecamatan dengan kualitas PATEN 1,129,470,000 418,776,000 632,874,000 708,095,040 798,360,288 906,678,586
e q 9 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
predikat Baik
.Iumla.h pilar batas daerah sesuai titik 50 10 15 20 20 20 20
koordinat
Jumlah laporan programvkerja dan
permasalahan yang ditindaklanjuti dan/atau 0 12 12 12 12 12 12
dimediasi
Sub Kegiatan : Penataan
34 01 02 | 2.01 01 Administrasi Pemerintahan Jumiah laporan kegiatan pelaksanaan 402,887,000 213,974,000 256,768,800 308,122,560 369,747,072 443,696,486
peringatan hari jadi Kabupaten Balangan,
Peringatan Hari Otonomi Daerah, dan 3 3 3 3 3 3 3
Peringatan HUT RI
35 Rata-rata skor pelayanan PATEN di Kecamatan 2,975 2,991 3.05 3.1 3.15 3.2 3.22
- " Jumlah Desa yang penamaan rupabumi sesuai
o1 |02 | 20102 EZCV?IZ';’;E;A"”“'”'S"“' Ketentuan ® 6 379,124,000 8 105,355,000 8 256,768,800 8 256,768,800 8 256,768,800 8 256,768,800
Jumlah pllar.batas daerah yang dimonitoring 50 10 15 20 20 20 20
dan evaluasi
36 Jumiah SKPD yang Menyampaikan LPPD dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi LKPj tepat wakiu
01 02 | 2.01 03 347,459,000 99,447,000 119,336,400 143,203,680 171,844,416 206,213,299
Daerah Jumlah Laporna SPM yang disampaikan tepat
P yang disamp P 6 6 6 6 6 6 6
waktu
per iji bidang
12 rakyatyangllon alaasa a0 100 100 100 100 100 100 100
Kegiatan :
01 02 | 2.02 - e 17,489,277,000 16,994,412,200 17,844,132,810 18,736,339,451 20,609,973,396 22,670,970,735
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Persen(as(? Tempat Ibadah yang berfungsi 100 100 100 100 100 100 100
dengan baik (%)
persentase sarana peribadatan, sarana
pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan 100 100 100 100 100 100 100
Sub Kegiatan : Fasilitasi yang mendapat rekomendasi bantuan (%)
37 01 02 | 202 | 01 g " - 11,240,907,000 11,525,976,200 12,102,275,010 12,707,388,761 13,978,127,637 15,375,940,400
Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Jumlah permasalahan kerukunan keagamaan
yang dapat dirumuskan kebijakannya 0 1 1 1 1 1 1
(kebijakan)
Jumlah Organisasi keagamaan dan tempat
ibadah yang diberikan bantuan hibah 76 76 45 46 47 48 49
Sub Kegiatan : Pelaksanaan (organisasi)
Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian o o
38 o1 |02 | 202 | 02 | R Kessjantoraan Jumlah Organisasi keagamaan yang diberi s s 5,975,300,000 s 5,347,358,000 s 5,614,725,900 s 5,895,462,195 s 6,485,008,415 s 7,133,509,256
: bantuan operasional (organisasi)
Sosial
Jumlah bahan untuk perumusan kebijakan yang 0 > > > > > >
tepat sasaran
Sub Kegiatan : Pelaksanaan
39 01 02 202|03  |Kebiiakan, Evaluasi, dan Capaian | ;1) bahan untuk perumusan kebijakan 0 2 273,070,000 2 121,078,000 2 127,131,900 2 133,488,495 2 146,837,345 2 161,521,079
Kinerja terkait Kesejahteraan
Masyarakat
Persen(.ase Produk hukum yang berhasil di 100 100 100 100 100 100
harmonisasikan (%)
13 01 | 02 | 2.03 AL silitasiuen LKL ° yang 100 949,422,000 100 468,577,700 100 633,347,285 100 665,014,649 100 698,265,382 100 733,178,651
Koordinasi Hukum terselesaikan (%)
tingkat kepuasan Layanan produk hukum
dan informasi hukum (%)
40 01 | 02 | 203 | o1 |SubKegiatan: Pasiltasi Persentase jumlah produk hukum daerah yang 500 100% 590,607,000 100% 321,256,000 100% 337,318,800 100% 354,184,740 100% 371,893,977 100% 390,488,676

Penyusunan Produk Hukum Daerah

difasilitasi sesuai SOP




Persentase penanganan kasus/pengaduan

41 ) o van tortancon 4 100% 100% 100% 100% 100% 100%
01 | 02 | 203 | 02 ﬁ::u}:g'ata” + Fasilitasi Bantuan 200,865,000 55,866,000 200,000,000 210,000,000 220,500,000 231,525,000
Jumlah pelaporan RANHAM 3 3 3 3 3 3 3
Sub Kegiatan : Pendokumentasian |Jumlah Produk hukum Daerah yang
42 01 | 02 | 2.03 | 03 |Produk Hukum dan Pengelolaan |didokumentasi / publikasikan dan dapat di 500 100% 157,950,000 100% 91,455,700 100% 96,028,485 100% 100,829,909 100% 105,871,404 100% 111,164,975
Informasi Hukum akses (Produk Hukum)
14 01 | 02 | 2.04 g:g'r:':" gResiitasiKerjasama ::';';’::a‘:lkg“';;"?:;::ﬁ:a" Rersana 4 10 70,229,000 10 52,501,000 10 55,126,050 10 60,638,655 10 66,702,521 10 73,372,773
43 01 | 02 | 204 | 01 ;2:&?;2:&9’;:""“' Kerja j:’:r'z: 32E:”::rzeaiegzﬁ:a” Kerjasama 4 10 70,229,000 10 52,501,000 10 55,126,050 10 60,638,655 10 66,702,521 10 73,372,773
Persentase kebijakan di bidang
Per fan dan F yang 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%
I ikan/di oleh SKPD
3 01 | 03 PROSKEE;ET&;%’:&;'AN 1,386,081,500 1,204,469,800 1,492,998,790 1,609,271,717 1,758,814,431 1,922,742,194
i::]f‘:;;‘:i:z';z:";ng's"f”a SKRDdanle 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%
15 01 | 03 | 2.01 EZS:?::;. ::r':';z:';‘;’l:n sektor p fan yang 0 80% 291,785,000 80% 374,945,000 80% 443,692,250 90% 465,876,863 90% 512,464,549 100% 563,711,004
g berhasil ditindaklanjuti oleh SKPD terkait (%)
:i‘;il'}f;ig;:nl\:llsr?i?or::az;n Jumlah laporan kebijakan pengelolaan BUMD
44 o1 |03 | 201 | o1 |2 ek Per?gelolaan /BLUD yang direalisasikan dan laporan oleh 0 4 141,449,000 4 42,196,000 4 44,305,800 4 46,521,090 4 51,173,199 4 56,290,519
BUMD dan BLUD BUMD /BLUD
45 01 | 03| 201 | 02 g:’;ﬁ)ﬁiﬁ;ﬁe"r;;?;gmei’;:a"a” dan (Jj:’:r'z: aporan analisis pengendalian inflasi 0 4 132,836,000 4 136,831,000 4 143,672,550 4 150,856,178 4 165,941,795 4 182,535,975
46 o1 | 03 |201] 03 g:ﬁgﬁ?g::Eki:gemﬁc&'l’;ink:: Jumlah laporan pengawasan ekonomi mikro 0 1 17,500,000 1 79,039,000 1 82,990,950 1 87,140,498 1 95,854,547 1 105,440,002
Sub Kegiatan : Koordinasi, Jumlah laporan koordinasi,sinkronisasi
47 01 | 03 | 2.01 | 04 |sinkronisasi dan evaluasi . pendirian i : 0 0 0 0 0 1 50,000,000 1 52,500,000 1 57,750,000 1 63,525,000
kebijakan pembentukan BLUD P
Sub Kegiatan : Koordinasi, Jumiah | Koordinasi sinkronisasi
01 | 03 | 2.01 | 05 |Sinkronisasi dan Evaluasi urmieh ‘aporan koord nasl,sinkronisasi, 0 0 0 1 116,879,000 1 122,722,950 1 128,859,098 1 141,745,007 1 155,919,508
evaluasi pendirian BUMD
Kebijakan Pendirian BUMD P
Per | arahan
16 el 100 100 100 100 100 100 100
Kegiat
01 | 03 | 2.02 A i 510,176,000 244,428,800 256,650,240 282,315,264 310,546,790 341,601,469
sl Per temuan monitoring dan
evaluasi program pembangunan daerah 100 100 100 100 100 100 100
yang ditindaklanjuti (%)
Sub Kegiatan : Fasilitasi Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja SKPD
48 01 03 2.02 01 [Penyusunan Program berdasarkan Gakor Asisten yang menjadi 0 2 194,065,000 4 91,987,000 4 96,586,350 4 106,244,985 4 116,869,484 4 128,556,432
Pembangunan bahan rakor (laporan)
49 01 | 03 | 202 | 02 ::sh}f:g';trao';::';geem”s::zzrf:n” ;:gf:a:‘:;’;T;:;L‘;z:gi’}f:{'}'j;n) 0 2 254,591,000 4 88,408,900 4 92,829,345 4 102,112,280 4 112,323,507 4 123,555,858
Sub Kegiatan : Pengelolaan Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan
50 01 03 2.02 03 |[Evaluasi dan Pelaporan program pembangunan daerah yang 0 2 61,520,000 4 64,032,900 4 67,234,545 4 73,958,000 4 81,353,799 4 89,489,179
Pelaksanaan Pembangunan disampaikan tepat waktu (laporan)
17 P Sistem P (%) 0 80 80 100 100 100 100
i B Tingkat Kematangan UKPBJ level proaktif
01 | 03 | 2.03 et endslolaan & g B 66 66 499,504,500 77 548,390,000 88 575,809,500 88 633,390,450 100 696,729,495 100 766,402,445

Pengadaan Barang dan Jasa

(%)




Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ (%) 0 20 50 50 50 50 50
51 01 03 |203 |01 |SubKegiatan: Pengelolaan Persentase pengadaan melalui PBJ yang 100 100 200,000,000 100 182,150,000 100 191,257,500 100 210,383,250 100 231,421,575 100 254,563,733
Pengadaan Barang dan Jasa selesai (%)
Sub Kegiatan : Pengelolaan -
52 01 | 03 | 2.03 | 02 |Layanan Pengadaan secara Egzse:/“ase Pemanfaatan aplikasi SPSE dalam 0 10 189,504,500 20 168,750,000 30 177,187,500 40 194,906,250 50 214,396,875 60 235,836,563
Elektronik (%)
Sub Kegiatan : Pembinaan dan . n
53 01 |03 [2.03 |03 |Advokasi Pengadaan Barang dan (J;:;:?; SDMPBJ yang memiliki kompetensi 0 5 110,000,000 6 197,490,000 9 207,364,500 9 228,100,950 9 250,911,045 10 276,002,150
Jasa
Kegiatan : P Per per yang berhasil 5 5 5 5 5
18 01 | 03 | 2.04 OO SR AT |FTe T oe G (T E Lo () 0 0 84,616,000 20% 36,706,000 20% 216,846,800 20% 227,689,140 20% 239,073,597 20% 251,027,277
Sub Kegiatan : Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Evaluasi Jumiah permasalahanyang
54 01 | 03| 204 | 01 y can berhasildiidentifikasi pada Pertanian, 0 0 0 0 0 1 62,500,000 1 65,625,000 1 68,906,250 1 72,351,563
Kebijakan Pertanian, Kehutanan, .
. Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Kelautan dan Perikanan
Sub Kegiatan : Koordinasi, Jumla.h llr.‘ld?k Ianjyt re.komendasl hz.asll
Sinkronisasi. dan Evaluasi koordinasi,sinkronisasi dan evaluasi
54 01 | 03 | 204 | 02 T ’ pelaksanaan kebijakan sektor pertambangan 0 1 84,616,000 1 36,706,000 1 88,846,800 1 93,289,140 1 97,953,597 1 102,851,277
Kebijakan Pertambangan dan . N "
) . dan lingkungan hidup pada SKPD terkait
Lingkungan Hidup B
(rekomendasi)
Sub Kegiatan : Koordinasi, iumlsh tlﬁd?kklan].u‘ re.k;)mendalsl h?S”
54 01 | 03 | 2.04 | 03 [Sinkronisasi, dan Evaluasi oordinast,sinkronisast dan evaluast 0 0 0 0 0 1 65,500,000 1 68,775,000 1 72,213,750 1 75,824,438

Kebijakan Energi dan Air

pelaksanaan kebijakan sektor Energi dan Air
yang telah di selesaikan

Jumlah Pagu

31,286,976,214

25,506,201,976

28,009,876,925

29,760,762,817

32,614,792,166

35,762,156,751




Kabupaten

b Asisten Balangan

49,889,683,523 Administrasi

Umum

Kabupaten
e Balangan
100 671,530,325 Kasubbag Kabupaten
Keuangan Balangan
100 270,906,268 Kasubbag Kabupaten
Keuangan Balangan
100 80,983,239,706 Kabupaten
Balangan
100 926,167,767 Kabupaten
Balangan
100 137,885,447 Kabupaten

Balangan




91,741,007

Kabupaten
Balangan

13 1,474,610,000 Kabupaten
Balangan

100 3,203,244,030 Kabupaten
Balangan

6 1,536,455,015 Kabupaten
Balangan

72 4,124,670,000 Kabupaten
Balangan

72 1,350,080,845 Kabupaten
Balangan

2802 11,641,843,292 Kabupaten
Balangan

700,000,000

Kabupaten
Balangan

1,334,610,000

Kabupaten
Balangan

100 13,457,141,869 Kabupaten
Balangan
72 1,949,261,312 Kabupaten
Balangan
72 7,806,931,806 Kabupaten

Balangan




Kabupaten

100 7,174,353,513
Balangan
72 1,961,815,977 Kabupaten
Balangan
100 16,438,094,474 Kabupaten
Balangan
100 7,119,515,954 Kabupaten
Balangan
100 2,624,592,450 Kabupaten
Balangan
100 7,066,482,595 Bagian Umum | Kabupaten
Balangan
100 1,698,177,995 subbag Keuangan Kabupaten
Balangan
Subbag
52 737,305,000 perlengkapan dan | Kabupaten
Balangan
rumah tangga
Subbag
2 1,600,000,000 perlengkapan dan | K@bupaten
Balangan
rumah tangga
100 3,030,999,600 subbag Keuangan | ‘apupaten
Balangan
50% (15
SKPD)
15
6,439,812,272 Bagian Organisasi Eabupaten
Balangan
100% (30
SKPD)
80.1
100% (30
SKPD)
100% (30
SKPD)
100% (9

Bagian)




100% (30

SKPD)
100% (3
SKPD)
37 Kabupaten
Balangan
2,412,136,151
30 Kabupaten
Balangan
Kabupaten
3
Balangan
30 Kabupaten
Balangan
2,024,808,431
9 Bagian Kabupaten
Balangan
30 SKPD Kabupaten
Balangan
22 SKPD Kabupaten
Balangan
15 SKPD Kabupaten
Balangan
Kabupaten
30 SKPD 2,002,867,690 Balangan
30 SKPD Kabupaten
Balangan
1 Dokumen Kabupaten
Balangan
100 Kabupaten
Balangan
9,393,265,478
100 Kabupaten
Balangan
100 4,754,282,678 Kasubbag Protokol | 2Pupaten
Balangan
Kasubbag
100 1,092,549,030 Komunikasi Kabupaten
I Balangan
Pimpinan
Kasubbag
100 3,546,433,770 Dokumentasi Kabupaten
I Balangan
Pimpinan
100 Asisten Kabupaten
Pemerintahan Balangan
123,465,735,171 dan
Kesejanteraan
Rakyat
Kabupaten
100
Balangan
100% Kabupaten

Balangan

9.82E+09

1.066E+09 418746000

439683300

461667465 484750838 508988380



4,594,253,914

bagian

Pemerintahan Kabupaten
9
100% Balangan
105 Kabupaten
Balangan
72 Kabupaten
Balangan
Kasubbag.
1,995,195,918 Administrasi
18 Pemerintahan Kabupaten
Balangan
Kabupaten
3.22 Balangan
46 Kasubbag. Kabupaten
1,511,554,200 Administrasi Balangan
Kewilayahan
105 Kabupaten
Balangan
Kabupaten
9
100% Kasubbag. Balangan
1,087,503,795 Kerjasama dan
5 Otonomi Daerah Kabupaten
Balangan
100 Kabupaten
Kabag Balangan
114,345,105,592 Kesej
100 Rakvat Kabupaten
Balangan
Kabupaten
100 Balangan
76,930,615,008 Kasubbag Bina
DR Mental spritual
1 Kabupaten
Balangan
Kabupaten
49 Balangan
kasubbag
5 36,451,363,765 kesejaht.eraan Kabupaten
sosial Balangan
12 Kabupaten
Balangan
kasubbag
12 963,126,818 kesejahteraan Kabupaten
Balangan
Masyarakat
100 Kabupaten
Balangan
Kabag Hukum
100 4,147,805,667 Kabapaten
Balangan
Kabupaten
Balangan
Kasubbag
100% 2,365,749,193 Perundang- Kabupaten
Balangan

Undangan




Kabupaten

100% Balangan
1,118,756,000 Kasubbag Bantuan
Hukum
15 Kabupaten
Balangan
Kasubbag
100% 663,300,473 Dokumentasi dan Kabupaten
n Balangan
Informasi
60 378,569,998 Kabag Kabupaten
Pemerintahan Balangan
Kasubbag.
60 378,569,998 Kerjasama dan Kg:;zat::
Otonomi Daerah 9
100%
’ Asisten el
9,374,378,432 Perekonomian & BT LI
Balangan
Pembangunan
100%
100% 2,652,474,665 Kabupaten
Balangan
24 381,935,608 Kabupaten
Balangan
24 912,673,498 Kabupaten
Balangan
6 467,964,997 Kabupaten
Balangan
4 223,775,000 Kabupaten
Balangan
5 666,125,563 Kabupaten
Balangan
100 Kabupaten
Bagian Balangan
1,945,718,564 Administrasi
100 Pembangunan
Subbbag
22 734,309,250 Penyusunan Kabupaten
Balangan
Program
Subbag
22 773,820,890 Pengendalian Kabupaten
Balangan
Program
22 437,588,423 Subbag Evaluasi Kabupaten
dan Pelaporan Balangan
100
100 3,720,226,390 Setda Kab.

Kabag Pbj

Balangan




100 1,269,776,058 Kabupaten
Balangan
60 1,180,581,688 Kabupaten
Balangan
10 1,269,868,645 Kabupaten
Balangan
4 269,382,813 Kabupaten
Balangan
6 504,262,814 Kabupaten
Balangan
4 282,313,188 Kabupaten
Balangan
182,729,797,126

























RUMUSAN RANWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rencana Tahun 2021 Rencana Tahun 2022 Rencana Tahun 2023 Rencana Tahun 2024 Perkiraan Maju Tahun 2025 Perkiraan Maju Tahun 2026 erigpadala Khig
Data Capaian ul ul ul ul . Ju ul . Ju ul periode Renstra SKPD Unit Kerja SKPD
. " " Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program pada Tahun ja S .
No. Tujuan Sasaran Kode Rekening Program/Kegiatan " Lokasi
(outcome) dan Kegiatan (output) Awal b
Perencanaan
Target Kebutuhan Target Kebutuhan Target Kebutuhan Target Kebutuhan Target Kebutuhan Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Kinerja |dana/Pagu Indikatif | Kinerja |dana/Pagu Indikatif | Kinerja | dana/Pagu Indikatif | Kinerja | dana/Pagu Indikatif Kinerja | dana/Pagu Indikatif Kinerja dana/Pagu Indikatif Kinerja dana/Pagu Indikatif
Capaian (Rp.) Capaian (Rp.) Capaian (Rp.) Capaian (Rp.) Capaian (Rp.) Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22
Meningkatnya Nilai pelaporan SAKIP BB =744 BB =76.4 BB =78.2 BB =782
Kualitas Meningkatnya Kualitas
y y
Baik -
cana yang yang Bai Persentase SKPD dengan capaian IKK tinggi 100 100 100 100 Sekretariat Kabupaten
Daerah Balangan
Nilai IKM SETDA 84.00 84.50 85.00 85.00
Meningkatnya
L D L AT Meningkatnya Kualitas
Tata Kel);la Layanan Tata Kelola Nilai Budaya Kerja SETDA 79.51 79.51 79.51 79.51
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah _ _ _ _ _ _ _ _ Sekretariat Kabupaten
NILAI SAKIP B =66.04 B=684 | 31286976214 |BB=70.4| 25506,201,976 |BB=72.4| 28,009,876,925 |BB=74.4| 29760,762,817 |BB=76.4| 32,614,792,166 BB = 78.2 35,762,156,751 BB=78.2 | 182,506,022,126 —
PROGRAM PENUNJANG
cakupan pelay Kabupaten
1 01 | 01 URUSAN TAHAI oo 100 100 10,948,446,714 100 6,605,846,976 100 7,696,198,775 100 8,346,200,432 100 9,061,202,256 100 9,847,704,261 100 49,889,683,523 s
DAERAH KABUPATEN/KOTA  |P g
1 01 01 2.01 Penganggaran, dan Evaluasi pengganggaran, dan evaluasi perangkat daerah 100 100 242,093,000 100 119,247,000 100 125,209,350 100 137,730,285 100 151,503,314 100 166,653,645 100 942,436,593 Kabag Umum K;:;':‘at::
Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu (%) 9
Sub Kegiatan : Penyusunan Kasubba Kabupaten
1 01 01 | 2.01 | 01 |Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 100 181,207,000 100 83,487,000 100 87,661,350 2 96,427,485 2 106,070,234 2 116,677,257 2 671,530,325 9 P
Keuangan Balangan
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
2 01 | 01 | 201 | o |Penyusunan Laporan Capaian - |Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 100 100 60,886,000 100 35,760,000 100 37,548,000 1 41,302,800 1 45,433,080 1 49,976,388 1 270,906,268 Kasubbag Kabupaten
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan Balangan
Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Cakupan Kabupaten
2 01 | 01 | 202 9 Pty Daerah sesuai yang 100 100 10,168,209,022 | 100 | 12,254,420,600 | 100 12,867,141,630 100 14,153,855,793 100 15,569,241,372 100 17,126,165,510 100 82,139,033,927 Bala‘:‘ n
berlaku (%) 9
3 01 o1 | 202 | 01 Sub Kegia(an Peyediaan gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 100 9,690,426,122 100 12,138,976,100 100 12,745,924,905 92 14,020,517,396 92 15,422,569,135 92 16,964,826,049 92 80,983,239 706 Kabupaten
dan tunjangan ASN (Bulan) e Balangan
Sub Kegiatan : Pelaksanaan
4 01 | 01 | 202 | o3 |Penatausahaan dan Jumiah Dokumen Penatausahaan dan 100 100 447,338,000 100 81,530,000 100 85,606,500 1 94,167,150 1 103,583,865 1 113,942,252 1 926,167,767 Kabupaten
Penguijian/Verifikasi Keuangan  |Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Balangan
SKPD
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Kabupaten
5 01 | 01 | 202 | 05 |Penyusunan Laporan Keuangan |Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 100 100 6,335,000 100 22,399,000 100 23,518,950 1 25,870,845 1 28,457,930 1 31,303,722 1 137,885,447 ol P
Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD alangan
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan
6 o1 | 01 | 202 | o7 n Laporan Keuang; Bulanan/Tr SKPD dan Laporan 100 100 24,109,900 100 11,515,500 100 12,091,275 4 13,300,403 4 14,630,443 4 16,093,487 4 91,741,007 Kabupaten
Bulanan/T: si Peny Laporan Keuangan A Balangan
SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Kegiatan : Administrasi
3 o1 | 01| 205 ASN yang 83,600,000 0 0 0 0 0
Administrasi Kepegawaian sesuai SOP
Daerah
Sub Kegiatan : Pengadaan
7 01 01 2.05 | 02 |Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 83,600,000 0 0 0 0 0
Kelengkapannya
gl : Umum - Kabupaten
4 01 | 01 | 2.06 umum (%) 100 100 6,241,052,480 100 2,909,876,589 100 3,055,370,418 100 3,360,907,460 100 3,696,998,206 100 4,066,698,027 100 23,330,903,181 Bagian Umum
Perangkat Daerah Balangan
Sub Kegiatan : Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi Kabupaten
8 01 | 01 | 206 | 01 |Komponen Instalasi Listrik/ Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 0 3 300,000,000 2 200,000,000 2 210,000,000 2 231,000,000 2 254,100,000 2 279,510,000 2 1,474,610,000 Bala‘; -
Penerangan Bangunan Kantor Disediakan g




Sub Kegiatan : Penyediaan

9 01 | 01 | 206 | 02 |Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100 100 2,244,821,000 100 163,190,000 100 171,349,500 1 188,484,450 1 207,332,895 1 228,066,185 1 3,203,244,030 Kabupaten
yang Disediakan Balangan
Kantor
10 01 | o1 | 206 | o3 |SubKegiatan: Penyediaan Jumiah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 0 1 209,040,000 1 226,018,000 1 237,318,900 1 261,050,790 1 287,155,869 1 315,871,456 1 1,536,455,015 Kabupaten
Peralatan Rumah Tangga Disediakan Balangan
11 01 | 01 | 206 | 04 |SubKegiatan:Penyediaan Jumiah Paket Bahan Logistik Kantor yang 76 12 600,840,000 12 600,000,000 12 630,000,000 1 693,000,000 1 762,300,000 1 838,530,000 1 4,124,670,000 Kabupaten
Bahan Logistik Kantor Disediakan Balangan
Sub Kegiatan : Penyediaan - o rano Cetakan de oandla
12 01 | 01 | 206 | 05 |Barang Cetakan dan J:‘;‘f“g:;‘;:{i‘“““k Cetakan dan Penggandaan 76 12 169,911,480 12 200,946,589 12 210,993,918 1 232,003,310 1 255,302,641 1 280,832,905 1 1,350,080,845 K;;‘;T‘::
Penggandaan yang s 9
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelengearaan Rapat Kabupaten
13 01 01 |206 |09 |RapatKoordinasidan Konsultasi [, --Poran Penyeenggaraan Rapa 12573 467 2,716,440,000 467 1,519,722,000 467 1,595,708,100 467 1,755,278,910 467 1,930,806,801 467 2,123,887,481 467 11,641,843,292 up
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Balangan
gl : Barang sarana Tt
5 01 | o1 | 207 Milik Daerah Penunjang kantor lingkup Setda yang dapat dipenuhi 1,060,000,000 0 210,000,000 231,000,000 254,100,000 279,510,000 2,034,610,000 Balaf‘ an
Urusan Daerah (%) 9
14 0 1 700,000,000 0 0 0 0 0 700,000,000 Kabupaten
Balangan
15 0 12 360,000,000 9 0 6 210,000,000 6 231,000,000 6 254,100,000 6 279,510,000 6 1,334,610,000 K;;:‘:‘Z‘::
Kegiatan : Penyediaan Jasa " "
Wi Pen; n Penunjan, ry n
6 01 |01 | 208 Penunjang Urusan L0 eI EE SEL T R 12 12 4,388,109,241 | 12 | 3,205,357,650 12 3,365,625,533 12 3,702,188,086 12 4,072,406,894 12 4,479,647,584 12 23,213,334,987 CEliuEE
Pemerintahan Daerah (bulan) Balangan
Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Jumiah Laporan Penyediaan Jasa K. ikasi. Sumb Kabupat
16 01 | 01 | 2.08 | 02 |Komunikasi, Sumber Daya Air umiah Laporan Fenyediaan Jasa fomunikasi, Sumber 100 100 2,405,915,891 100 1,881,684,300 100 1,975,768,515 1 2,173,345,367 1 2,390,679,903 1 2,629,747,893 1 13,457,141,869 abupaten
nie Daya Air dan Listrik yang Disediakan Balangan
dan Listrik
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Jumiah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan da Kabupat
17 01 | 01 | 2.08 | 03 |Peralatan dan Perlengkapan umlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan 12 12 359,113,350 12 270,753,350 12 284,291,018 1 312,720,119 1 343,992,131 1 378,391,344 1 1,949,261,312 abupaten
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Balangan
18 01 o1 | 208 | 04 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 12 12 1,623,080,000 12 1,052,920,000 12 1,105,566,000 1 1,216,122,600 1 1,337,734,860 1 1,471,508,346 1 7.806,931,806 Kabupaten
Pelayanan Umum Kantor Kantor yang Disediakan Balangan
Kegiatan : Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kabupaten
12 12 704,455,22; 12 42,340,337 12 294,457 12 2 134 12 406,293,44 12 7,046,922,792 12
7 ol 01| 209 Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan) CZC 255,228 S0E2 280,378 S 2o8 800308 828 508 28 GRCS 288 L88 (oSS 23228 35,318,372,368 Balangan
Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kabupaten
19 01 | 01 | 2.09 | 01 |Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 100 100 1,177,482,000 100 1,021,083,000 | 100 1,072,137,150 50 1,179,350,865 50 1,297,285,952 50 1,427,014,547 50 7,174,353,513 Bala‘; -
Kendaraan Perorangan Dinas Dibayarkan Pajaknya g:
atau Kendaraan Dinas Jabatan
20 01 01 209 | 06 Sub Kegiatan PerT\eIihgraan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 12 12 291,315,000 12 284,435,000 12 208,656,750 1 328,522,425 1 361,374,668 1 397,512,134 1 1.961,815,977 Kabupaten
Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara Balangan
Sub Kegiatan
21 01 o1 | 2.09 | 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 100 100 2,382,382,723 100 2,393,255,932 100 2,512,918,729 1 2,764,210,601 1 3,040,631,662 1 3,344,694,828 1 16,438,094.474 Kabupaten
Gedung Kantor dan Bangunan | Dipelihara/Direhabilitasi Balangan
Lainnya
2::‘;.?::: |Rehabiltasi Sarana |/Mlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Kabupaten
22 01 | 01 | 209 | 10 ! nas! Bangunan Lainnya yang 100 100 1,089,147,500 100 1,026,786,500 100 1,078,125,825 1 1,185,938,408 1 1,304,532,248 1 1,434,985,473 1 7,119,515,954 up
dan Prasarana Gedung Kantor - MO Balangan
) Dipelihara/Dirchabiltasi
atau Bangunan Lainnya
Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana |Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kabupaten
23 01 | 01 | 209 | 11 |dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 100 100 764,128,000 100 316,779,944 100 332,618,941 1 365,880,835 1 402,468,919 1 442,715,811 1 2,624,592,450 Bala‘; .-
Gedung Kantor atau Bangunan Dipelihara/Direhabilitasi 1ot
Lainnya
Kegiatan : Administrasi
dan O yang dilayani Kabupaten
1 1 1 1 747,374 1 1,304,156, 7 1 1,340,631 1 1 2,82 1 1,424 772 1
8 o1 | 01 |21 e S e et 00 00 868,680,600 00 ,374,600 00 ,304,156,730 00 ,340,631,063 00 ,380,752,829 00 ,424,886, 00 7,066,482,595 Bagian Umum | “CCLRe
Kepala Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaaan gaji |Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Kabupaten
24 01 | 01 | 211 | 01 |dan tunjangan Kepala daerah dan | Tunjangan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala 100 100 245,334,600 100 247,374,600 100 259,743,330 2 285,717,663 2 314,289,429 2 345,718,372 2 1,698,177,995 subbag Keuangan Bala‘:‘gan

wakil kepala daera

Daerah




Sub Kegiatan : Penyediaan

Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut

Subbag

25 01 | 01 | 241 | oz |Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 2 150,000,000 10 100,000,000 10 105,000,000 1 115,500,000 1 127,050,000 1 139,755,000 1 737,305,000 perlengkapan dan | f2bupaten
Kelengkapan Kepala Daerah dan yang Disediakan rumah tangga Balangan
\Wakil Kepala Daerah YHE REE u 99
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Subbag
miah pel dical check up yang diberika
26 01 | 01 | 21 | 03 |Medical Check Up Kepala Daerah ‘112" Voverai fedieal check up yang dibertian 0 2 0 2 0 a 400,000,000 a 400,000,000 a 400,000,000 a 400,000,000 a 1600000,000 | perlengkapan dan | KabuPaton
dan Wakil Kepala Daerah @ @ rumah tangga 9
Sub Kegiatan : Penyediaaan
27 01 | 01 | 211 | o4 |danapenunjang operasional Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang 100 100 473,346,000 100 400,000,000 100 539,413,400 2 539,413,400 2 539,413,400 2 539,413,400 2 3,030,999,600 subbag Keuangan | "@bupaten
kepala daerah dan wakil kepala | Operasional Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Dacrah Balangan
daerah
Indeks Komposit Kelembagaan P4 P4 P4 P4 P4
Persentase SKPD dengan Dokumen Jabatan Lengkap 100.00% H#tHH# 100.00% 100.00% 100.00%
Nilai Rata-rata IKM Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik dan Non UPP yang Bernilai Baik 83.7 84 84.5 85 85
. Bagian Kabupaten
9 o1 | 01 | 243 Kegiatan : Penataan Organisasi perscntase SKPD yang mermilki Dokumen e AT 1,020,834,738 AT 1,071,876,475 AT 1,125,470,209 AT 6,439,812,272 S et
Ketatalaksanaan Baik
Nilai Laporan Kinerja Pemda 14,26 15 15 15
. 63,33% 75,76% 100% 100% 100%
Persentase SKPD dengan Kualifikasi Nilai Sakip BB
(19 (25 (33 (33 (33
- Prima Prima Prima .
Nilai IPP SKPD Sampel Prima (A)
(A) (A) (A)
33,33% 36,36% 45,45% 54,55% 54,55%
Persentase SKPD dengan Nilai Budaya Kerja Baik (10 (12 (15 (18 (18
SKPD) SKPD) SKPD) SKPD) SKPD)
Sub Kegiatan : Pengelolaan . - I .
28 01 | 01 | 213 | 01 |Kelembagaan dan Analisis Jomiah Dolumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis 37 37 482,862,000 36 349,150,000 37 366,607,500 65 384,937,875 65 404,184,769 65 424,394,007 65 2,412,136,151 K;:;T‘::
Jabatan o 9
Ub KEgiatar - Fasilitasi R ——— -
29 01 | 01 | 213 | 02 |Pelayanan Publik dan Tata ?'::‘3‘]_“‘];:"":’:"‘ Hasil Fasiltasi Pelayanan Publik dan 0 2 223,120,000 2 326,060,200 3 342,363,210 4 359,481,371 4 377,455,439 4 396,328,211 4 2,024,808 431 K;:;’:'ag‘::
pelayan: ata Laksana
30 01 | 01| 213 | o3 | SubKegiatan:Peningkatan \Jumiah Dokumen Peningkatan Kincrja dan 0 SKPD 617,498,000 8 SKPD 250,717,000 | 10 SKPD 263,252,850 4 276,415,493 4 290,236,267 4 304,748,080 4 2,002,867,690 Kabupaten
Kinerja dan Reformasi Birokrasi  |Reformasi Birokrasi Balangan
Kegiatan : Pelaksanaan o B TP . P
10 o1 | 01 | 214 Pelayanan Protokol dan Persentase Kebijakan Bidang Ke P“"‘]k‘?]"“ Komunikasi 100 100 2,387,616,000 100 1,267,846,000 100 1,331,238,300 100 1,397,800,215 100 1,467,690,226 100 1,541,074,737 100 9,393,265,478 CEbpeEn
Pimpinan dan Dokumentasi yang Terlaksana Balangan
p
31 01 | 01 | 214 | 01 |Fasiltasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 100 100 1,100,995,000 100 661,153,000 100 694,210,650 1 728,921,183 1 765,367,242 1 803,635,604 1 4,754,282,678 | Kasubbag Protokol K;:;’:;‘::
lah Laporan Hasil Fasilitas asi Kasubbag
32 01 | 01 | 214 | 02 |Fasilitasi Komunikasi Pimpinan ;.::::1::::"1:|.><;.(\.‘ Hasil Fasiltasi Komunikast 100 100 239,701,000 100 154,344,000 100 162,061,200 1 170,164,260 1 178,672,473 1 187,606,097 1 1,092,549,030 Komunikasi K;:;’:'a‘::
pind Pimpinan 9
Pendokumentasian Tugas Jumlah Laporan Pendok tasian Tugas Kasubbag Kabupaten
33 01 | 01| 214 | 03 | >N o 41 Laporan Fendokumentasian Tugas 100 100 1,046,920,000 100 452,349,000 100 474,966,450 5 498,714,773 5 523,650,511 5 549,833,037 5 3,546,433,770 Dokumentasi P
Pimpinan Pimpinan o Balangan
Pimpinan
di bidang N
Asisten Kabupaten
PROGRAM TAHAN Iementasikanlﬁ;‘;yr:' K::%Ieh SKPD (%) e e e e w m w w Pemerintahan Balangan
2 o1 | 02 DAN KESEJAHTERAAN P P 4 18,952,448,000 17,605,885,200 18,820,679,360 19,805,290,669 21,794,775,479 23,991,710,296 123,465,735,171 dan
RAKYAT Kesej
Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerj Rakyat Kabupat
ata-rata Gapalan Kinerja an Unit Kerja 100 100 100 100 100 100 100 100 Aoupaten
garis koordinasi (%) Balangan
. Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan
1 01 | 02 | 201 Kegiatan : Administrasi Tata |, Rakyat yang di 100% 100% 1,129,470,000 100% 418,776,000 100% 632,874,000 100% 708,095,040 100% 798,360,288 100% 906,678,586 100% 4,594,253,914 Baglan CEbpeED
Pemerintahan ¢ Pemerintahan | Balangan
diterapkan olch SKPD
Sub Kegiatan : Penataan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Kasubbag Kabupaten
34 o1 | 02 | 201 | 01 feglata ) ) 0 12 402,887,000 12 213,974,000 12 256,768,800 4 308,122,560 4 369,747,072 4 443,696,486 4 1,995,195,918 Administrasi i
Pemerintahan 9
35 01 | 02 | 201 | o2 |Pengelolaan Administrasi Jumizh Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi 2,975 2,991 379,124,000 3.05 105,355,000 3.1 256,768,800 2 256,768,800 2 256,768,800 2 256,768,800 2 1,5611,554,200 Administrasi Kabupaten
Kewilayahan Kewilayahan Ko Balangan




Kasubbag.

36 01 Fasiltasi Pelaksanaan Otonomi - \Jumiah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan 100% 100% 347,459,000 100% 99,447,000 100% 119,336,400 3 143,203,680 3 171,844,416 3 206,213,299 3 1,087,503,795 Kerjasama dan | F2oupaten
Daerah Otonomi Daerah . Balangan
Otonomi Daerah
Kegiatan : Pelaksanaan Persentase Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kabag Tt
12 o1 Kesci Sosial dan Kescj yang 100 100 17,489,277,000 100 16,994,412,200 100 17,844,132,810 100 18,736,339,451 100 20,609,973,396 100 22,670,970,735 100 114345105502 | Kesejahteraan | 'ooLPeren
Rakyat Terlaksana Rakyat g
37 01 4 |SubKegiatan : Fasilitasi ~|Jumlah Dokumen Hasil Fasiltasi Pengelolaan Bina 100 100 11,240,907,000 100 11,525,976,200 100 12,102,275,010 5 12,707,388,761 5 13,978,127,637 5 15,375,940,400 5 76,930,615,008 Kasubbag Bina | - Kabupaten
Pengelolaan Bina Mental Spiritual [Mental Spiritual Mental spritual | Balangan
Jumlah Dokurmen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi kasubbag
38 01 2 |Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian |Urusan Sosial, Transmigrasi, Keschatan, Pemberdayaan 76 76 5,975,300,000 5 5,347,358,000 46 5,614,725,900 3 5,895,462,195 3 6,485,008,415 3 7,133,509,256 3 36,451,363,765 Kesejahteraan | apupaten
Kinerja terkait Kesejahteraan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi ial Balangan
Sosial Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan sosia
Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB
) Jumlah Dokurmen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian
Sub Kegiatan : Pelaksanaan i oo Teriit Kescjahteraan Masyarakat vang Meliput kasubbag
Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian N Kabupaten
39 o1 oy 4an “8PAAN | Urusan Kepemudaan dan Olabrags, Pariwisata, 0 2 273,070,000 2 121,078,000 2 127,131,900 2 133,488,495 2 146,837,345 2 161,521,079 2 963,126,818 kesejahteraan i
M' I . . d Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Masyarakat 9
asyarakat Trantibum Linmas
. Persentase pelaksanaan fasiltasi penyusunan produk
13 01 ﬁ:g'r‘;‘l:';s'l :‘:fk':"ﬁs' dan hukum, bantuan hukum dan penyebariuasan produk 100 949,422,000 100 468,577,700 100 633,347,285 100 665,014,649 100 698,265,382 100 733,178,651 100 4,147,805,667 Kabag Hukum K;:I‘::"‘::
hukum dacrah 9
Sub Kegiatan : Fasilitasi Kasubbag Kabupaten
40 o1 1 |Penyusunan Produk Hukum Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 500 100% 590,607,000 100% 321,256,000 100% 337,318,800 500 354,184,740 500 371,893,977 500 390,488,676 500 2,365,749,193 Perundang- i
Daerah Undangan 9
41 01 2 Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan |Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi 4 100% 200,865,000 100% 55,866,000 100% 200,000,000 10 210,000,000 10 220,500,000 10 231,525,000 10 1,118,756,000 Kasubbag Kabupaten
Hukum Bantuan Hukum Bantuan Hukum Balangan
Sub Kegiatan Kasubbag
42 01 Pendokumentasian Produk Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi 500 100% 157,950,000 100% 91,455,700 100% 96,028,485 500 100,829,909 500 105,871,404 500 111,164,975 500 663,300,473 Dokumentasi dan | K2Pupaten
Hukum dan Pengelolaan Hukum yang Didokumentasi pllaslg Balangan
Informasi Hukum
14 01 9 Jumlah dolume kerjasama dactah yang 4 10 70,229,000 10 52,501,000 10 55,126,050 10 60,638,655 10 66,702,521 10 73,372,773 10 378,569,998 Kabag Kabupaten
Daerah difasilitas Pemerintahan | Balangan
i ilitasi i I asil Fasilitas 2 Sama Dala Kasubbag.
3 01 1 Sub Kegiatan Fas.llnam Kerja Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam 4 10 70,229,000 10 52,501,000 10 55,126,050 10 60,638,655 10 66,702,521 10 73.372.773 10 378,569,998 Kerjasama dan Kabupaten
Sama Dalam Negeri Negeri . Balangan
Otonomi Daerah
di bidang
dan Pembangunan yang 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% A
diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD
3 o1 PROGRAM PEREKONOMIAN | diimplementasikan/diterapkan ole 1,386,081,500 1,204,469,800 1,492,998,790 1,609,271,717 1,758,814,431 1,922,742,194 9,150,603,432 | Perekonomian & | '2bupaten
DAN UNAN Balangan
Pembangunan
:::?s' f;z:;?:::" Kineti=SKEDIERLE LK 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
15 o1 Cegtims oo ot '.(e"(‘llm" B e SLE D BT 0 80% 291,785,000 80% 74,945,000 80% 393,692,250 90% 413,376,863 90% 454,714,549 90% 500,186,004 90% 2,428,699,665 Kabupaten
P an SDA yang Terlaksana Balangan
2;122?::",\/':;:’;::33‘3" Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Kabupaten
44 o1 1 | valuas Kebijakan Pefgelolaan itoring dan Evaluasi Kebijak 0 4 141,449,000 4 142,196,000 4 44,305,800 4 46,521,090 4 51,173,199 4 56,290,519 4 381,935,608 Bala‘:‘gan
BUMD o BLon BUMD dan BLUD
45 01 2 S.ub .Kegl.a(an Penge.ndallan dan (Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi 0 4 132,836,000 4 36,831,000 4 143,672,550 4 150,856,178 4 165,941,795 4 182,535,975 4 912,673,498 Kabupaten
Distribusi P Balangan
46 01 Sub Kegiatan Peren.carfaan da!w Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan 0 1 17,500,000 1 79,039,000 1 82,990,950 1 87,140,498 1 95,854,547 1 105,440,002 1 467,964,997 Kabupaten
Pengawasan Ekonomi Mikro kecil |Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Balangan
Sub Kegiatan : Koordinasi, § " i
o1 5 |Sinkronisasi dan Evaluasi Jumiah Doleumen Hasi Koordinast Sinkronisasi dan 0 0 0 1 16,879,000 1 122,722,950 1 128,859,098 1 141,745,007 1 155,919,508 1 666,125,563 Kabupaten
Kebijakan Pendirian BUMD S aka : 9
Tumlah kebfakan yang drurmuskan dan
Kegiatan : Pelaksanaan fntt dalam Bagian Kabupaten
16 o1 ey Persentase Kebijakan Bidang Penyusunan Program, 100 100 510,176,000 100 44,428,800 100 256,650,240 100 282,315,264 100 310,546,790 100 341,601,469 100 1,945,718,564 Administrasi b
ministrasi Pembangunan 1, o dalian Program dan Evaluasi Pembangunan yang Pembangunan alangan
Terlaksana
Sub Kegiatan : Fasilitasi . i — . Subbbag
48 01 1 |Penyusunan Program :,"s':“‘l:f:“[;‘;"‘:'l:“g'::ll,:‘lz‘l Fasiltasi Penyusunan Program 0 2 194,065,000 4 91,987,000 4 96,586,350 4 106,244,985 4 116,869,484 4 128,556,432 4 734,309,250 Penyusunan K;:;‘:'a‘::
Pembangunan TR P Program 9




Subbag

49 01 03 | 202 | 02 Sub Kegla(an Pengendalian dan |Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi 0 2 254,591,000 4 88,408,900 4 92,829,345 4 102,112,280 4 112,323,507 4 123,555,858 4 773,820,890 Pengendalian Kabupaten
Evaluasi Program Program P Balangan
Program
Sub Kegiatan : Pengelolaan T Bt "
50 01 | 03 | 202 | 03 |Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan 0 2 61,520,000 4 64,032,900 4 67,234,545 4 73,958,000 4 81,353,799 4 89,489,179 4 437,588,423 Subbag Evaluasi | Kabupaten
Pelaporan Pelal n Pembangunan dan Pelaporan Balangan
Pelaksanaan Pembangunan
17 01 | 03 | 203 CegtEn s G Indeks Tata Kelola PBJ 0 80 499,504,500 80 548,390,000 100 575,809,500 50 633,390,450 51 696,729,495 51 766,402,445 50 3,720,226,390 Kabag Pbj DR,
Pengadaan Barang dan Jasa Balangan
51 01 03 |203 o1 Sub Kegiatan : Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang 100 100 200,000,000 100 82,150,000 100 191,257,500 1 210,383,250 1 231,421,575 1 254,563,733 1 1.269,776,058 Kabupaten
Pengadaan Barang dan Jasa  |dan Jasa Balangan
Sub Kegiatan : Pengelolaan . T v adas -
52 01 | 03 | 203 | 02 |Layanan Pengadaan secara JE';::“:'(‘“i"k““‘““ Hasil Layanan Pengadaan Sccara 0 10 189,504,500 20 68,750,000 30 177,187,500 1 194,906,250 1 214,396,875 1 235,836,563 1 1,180,581,688 K;:;‘:'a‘::
Elektronik 9
Sub Kegiatan : Pembinaan dan §
53 01 |03 |2.03 |03 |Advokasi Pengadaan Barang dan | U™h Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi 0 5 110,000,000 6 97,490,000 9 207,364,500 5 228,100,950 5 250,911,045 5 276,002,150 5 1,269,868,645 Kabupaten
Jasa Pengadaan Barang dan J: Balangan
: P Kebijakan Bidang Pembinaan BUMD, BLUD Kabupaten
18 01 | 03 | 2.04 Sumber Daya Alam |Perekonomian dan SDA yang Terloksana 0 0 84,616,000 20% 36,706,000 20% 216,846,800 100% 227,689,140 100% 239,073,507 100% 251,027,277 100% 1,055,958,814 Balangan
Sub Kegiatan : Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Sinkronisasi, dan Evaluasi Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Panga Kabupaten
54 01 | 03 | 204 | 01 |20 o, Keht Kehutanan, Keloutan dam Perikanam, Perdagmgan, 0 0 0 0 0 1 62,500,000 1 65,625,000 1 68,906,250 1 72,351,563 1 269,382,813 Balangan
Kelautan dan Perikanan Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja
Sub Kegiatan : Koordinasi, Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil
Sinkronisasi, dan Evaluasi dan evalua Kabupaten
54 01 | 03 | 204 | 02 |epijakan Pertambangan dan  [kebijakan sektor pertambangan dan lingkungan hidup 0 1 84,616,000 1 36,706,000 1 85,846,800 ! 93,289,140 ! 97,953,597 ! 102,851,277 ! 504,262,814 Balangan
Lingkungan Hidup pada SKPD terkait (rekomendasi)
) - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Sub Kegiatan : Koordinasi, B o o o -
54 01 | 03 | 2.04 | 03 |Sinkronisasi, dan Evaluasi Evaluasi Kebfjakan Urusan Energl dan Air, Pekerjaan 0 0 0 0 0 1 65,500,000 1 68,775,000 1 72,213,750 1 75,824,438 1 282,313,188 Kabupaten
M b : Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Balangan
Kebijakan Energi dan Air Kawas: ;  aha
awasan Permukiman, Pertanahan
Jumlah Pagu 31,286,976,214 25,506,201,976 28,009,876,925 29,760,762,817 32,614,792,166 35,762,156,751 182,506,022,126
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